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MOTTO:

“ Aku tidak menghindari caci, cercaan, dan celaan asama, sepanjang hati
nuraniku berucap bahwa itulah yang adil dan tepat nenjadi keputusan. Aku
tidak mempertanggungjawabkan keputusan kepada sesamtetapi yang

utama kepada Tuhanku, hati nuraniku, baru kepada yag lain “*

-Bismar Siregar-

*) Bismar SiregarBunga Rampai Hukum dan Islaf@rafikatama Jaya, Jakarta, 1992, him. 8
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RINGKASAN

Penegakan hukum tersebut tentu saja tidak dapasabtian dari
keberadaan sistem perdilan pidana yang merupakan kesatuan berbagai
komponen yakni substansi hukunegal substange struktur hukum légal
structurg, dan budaya hukumlegal culturg. Dalam pelaksanaan idealnya
seharusnya ketiga komponen tersebut dapat berpdsrama. Namun pada
kenyataannya tidaklah semulus yang dibayangkan.

Seperti halnya yang terjadi dalam penegakan hukidanp di Indonesia.
Idealnya seorang jaksa penuntut umum wajib memikkpabilitas dalam
membuat surat dakwaan karena surat dakwaan merfuliigsi sentral dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada kagwyaya terjadi kesalahan
dalam penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleka jglenuntut umum.
Konsekuensinya adalah sudah seharusnya terdakwhadikan oleh hakim, hal
ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undamdadg Hukum Acara Pidana.
Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika jesaan di sidang
pengadilan tersebut terdakwa terbukti melakukadak pidana lain di luar pasal
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, apakahu#i@n hakim akan
membebaskannya atau menghukumnya. Realitas terkebutdian mengilhami
lahirnya PutusanUltra Petita, dimana hakim menjatuhkan putusan dengan
menggunakan pasal di luar dari apa yang telah dide&n oleh jaksa penuntut
umum.

Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi hakirtukunidak
menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila pembustrsebut tidak
didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam suraivaaknya, ternyata dalam
praktik peradilan ada hakim yang tetap menjatuhkakuman bagi terdakwa,
disinilah kemudianUltra Petita masuk menerobos kebuntuan yang ada pada
hukum in abstracto Seperti halnya yang terdapat dalam Putusan Maklkam
Agung Nomor 818 K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Aghong75 K/PID/1987,
Putusan Mahkamah Agung No0.2497 K/Pid.Sus/2011,saativlahkamah Agung
N0.1625 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agunt626/Pid.Sus/2012.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan sknpsadalah Apakah
diperbolehkan hakim membuat Putushitra Petita berdasarkan ketentuan
hukum acara pidana Indonesia dan Undang-Undang Nef@oTahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya bagaimmAnBltusarUltra Petita
dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitiaidis normatif yaitu
suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkajigpapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapendekatan masalah
yang digunakan adalah dengan menggunakan pendegatandang-undangan
(statute approachdan pendekatan kasusage approach Sumber bahan hukum
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekuri@da analisis bahan
hukum, skripsi ini menggunakan metode deduksiuydéngan cara melihat suatu
permasalahan secara umum sampai dengan pada hgialbersifat khusus
untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebgamarn

Xii
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Tinjauan pustaka dalam skripsi ini memuat tentatiga petita sumber
hukum di Indonesia, tinjauan umum tentang yurispnsg, sistem hukum di
dunia, jenis putusan pengadilan, sistem pembukteorj tujuan hukum, hakim
dan kekuasaan kehakiman, dan aliran dalam menentu#@am oleh hakim.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahgrdijaikukan, maka
dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1.) Hakim dalastesi peradilan pidana
diperbolehkan membuat Putusélitra Petita, hal ini didasarkan pada prinsip
kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 UndadgAd Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang dMo#8 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun sesungguliRga dilihat dalam
ketentuan KUHAP secara legalitas hal ini melandggaentuan Pasal 191 ayat (1)
KUHAP namun dilain pihak putusan ini juga menegakkaas cepat, sederhana,
dan biaya ringan. Selain itu yurisprudensi jugaadijan sebagai salah satu
pertimbangan hakim dalam membuat Putusftra Petita, dengan berdasar
bahwa yurisprudensi juga bagian dari sumber hukunindonesia atau jika
diterjemahkan maka Indonesia menganut ddes Persuasive of Precedpiat)
PutusanUltra Petita dalam sistem peradilan pidana Indonesia didapaana
bentuk putusan hakim yang menggunakan pasal didalavaan jaksa penuntut
umum, pasal yang digunakan masih satu jenis danilikiesanksi yang lebih
ringan dari pada pasal yang didakwakan. Hal inaskakan dari 5 (lima) putusan
dari Mahkamah Agung yang digunakan penulis melaleiode pendekatan kasus
yakni: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pid&ik?; Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1626/Pid.Sus/2012; Putusarkirahh Agung Nomor
2497 K/Pid.Sus/2011; Putusan Mahkamah Agung Noniér K/PID/1987; dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984.

Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adédgdiksaan Republik
Indonesia sudah saatnya mulai meningkatkan pengamdan evaluasi terhadap
kinerja dari para jaksa di Indonesia. Kurangnyagp&rasan dan evaluasi tersebut
terlihat karena masih saja ditemukan jaksa yanaktigpat dan cermat dalam
merumuskan pasal yang didakwakan kepada terdakwhingda apa yang
didakwakan tersebut tidak terbukti di dalam pensa@a di sidang pengadilan,
akhirnya terdakwa yang tebukti melanggar pasal ldirputuslah menggunakan
PutusanUltra Petita oleh hakim. Jadi sebenarnya hulu dari munculnyaigunt
Ultra Petita itu adalah akibat dari ketidak tepatan dan ketidekatan jaksa
merumuskan pasal dalam dakwaannya. Serta haruspeadgaturan secara
normatif tentang keberadaan Putudditra Petita yang boleh dilakukan oleh
hakim. Hal ini mengingat keberadaan asas legaltasy dianut oleh hukum
pidana di Indonesia. Jadi menurut penulis selamak tidibuatkan pengaturan
maka selama itu puldUltra Petita menjadi hal yang tidak usai untuk
diperdebatkan. Tentu saja nantinya diharapkan peragatersebut memberikan
rincian terkait bentuk dan dalam hal api&ra Petitaitu dapat dilakukan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di suatu negara merupakan suatrukah agar
tercipta keamanan, kedamaian, ketertiban, dan tkatean. Hukum itu tentu
tidak diadakan begitu saja, namun harus memilikdésan yang kuat sebagai
alasnya demi mewujudkan suatu penegakan hukum pang@nggung jawab,
dalam hal ini penegakan hukum itu mencakup nil@thieadilan, kepastian, dan
kemanfaatan yang terkandung di dalam bunyi atusatulis dan nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi tidakikdan secara sempit sebagai

penegakan aturan tertulis saja.

Penegakan hukum tersebut tentu saja tidak dapasatkan dari
keberadaan sistem perdilan pidana. Memang jikhalilsecara integral, sistem
peradilan pidana di Indonesia merupakan satu kasdtarbagai komponen yakni
substansi hukumlggal substange struktur hukumlégal structure, dan budaya
hukum (egal culturg. Komponen substansi hukunedal substandeterdiri dari
norma hukum atau peraturan perundang-undangan, denpstruktur hukum
(legal structurg terdiri dari lembaga atau stuktur atau aparategak hukum,
sedangkan komponen budaya hukuegdl culturg terdiri dari nilai-nilai budaya
hukum. Dalam pelaksanaan idealnya seharusnya Wetiggonen tersebut dapat

berjalan seirama. Namun pada kenyataannya tidaklstulus yang dibayangkan.

Seperti halnya yang terjadi dalam penegakan hukidanp di Indonesia.
Idealnya seorang jaksa penuntut umum wajib memikkpabilitas dalam
membuat surat dakwaan karena surat dakwaan merfuliigsi sentral dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada kagwyaya terjadi kesalahan
dalam penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleka jgdenuntut umum.
Konsekuensinya adalah sudah seharusnya terdakwebadikan oleh hakim,
sejalan dengan bunyi Pasal 191 ayat (1) Kitab Ugidémdang Hukum Acara
Pidana, selanjutnya disebut KUHAP JiKa pengadilan berpendapat bahwa dari
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hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwagydilakwakan kepadanya
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, makakwdadiputus bebdsNamun

yang menjadi permasalahan adalah ketika pemerikdaasidang pengadilan
tersebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidémia di luar pasal yang
didakwakan oleh jaksa penuntut umum, apakah kemudiakim akan

membebaskannya atau menghukumnya.

Memanglah benar peraturan tertulis yang telah disusleh para
legislator, bukan suatu kesempurnaan tanpa celainn® dengan berjalannya
waktu tentu saja hukum dan peristiwa hukum itu juga berkembang. Karena
rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalamsyasakat itu berkembang
sesuai dengan perkembangan masyarakat itu seraig Yersifat dinamis,
sementara hukum berkembang dengan sangat lamhbatcataerung statis.
Ketika secaran abstractohukum itu tidak mampu menjangkaunya, maka sudah
menjadi tugas mulia hakim untuk mampu menyelarasg@negakan hukum
tersebut secara concreto melalui putusannya, tentu saja hal ini merupakan
bagian dari tindakan untuk mewujudkan hakikat dajuan hukum yakni

keadilan.

Jika seorang hakim hanya bersikap positivis dengamya berpegang
secara kaku terhadap bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHABika pengadilan
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siddmgalahan terdakwa yang
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah magakinkan, maka tedakwa
diputus bebdsdan Pasal 182 ayat (4) KUHAP :Hakim dalam membuat suatu
putusan didasarkan atas 2 hal yaitu surat dakwaam degala sesuatu yang
terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilanaka sesungguhnya dia telah
menutup nuraninya sendiri. Padahal ketika seoraaignh sedang menangani
perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dfakdana, menjunjung tinggi
nilai keadilan dan kebenaran material, bersifatf aldn dinamis, berlandaskan
kepada perangkat hukum positif, melakukan penalbogis sesuai dan selaras
dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanyaeittnuara kepada putusan

yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertangguradjkan dari aspek ilmu
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hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakategara, diri sendiri serta
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha'Esa.

Seyogyanya hakim selaku pejabat peradilan negarq gideri wewenang
oleh undang-undang untuk mengattizslam mengambil keputusan waijib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukalan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat sesuai dengan bunyi pasght(1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimaar, lagkim tidak hanya

menjadi corong undang-undarig bounce de lalgi

Realitas tersebut kemudian mengilhami lahirnya garlitra Petita,
dimana hakim menjatuhkan putusan di luar dari ap®y\telah didakwakan oleh
jaksa penuntut umum, hal ini sejalan dengan pend#paya Harahap yang
mengartikanUltra Petita bermakna mengabulkan tuntutan melebihi ataupun
diluar dari apa yang dituntitMeskipun sudah ada ketentuan larangan bagi hakim
untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwadikpaerbuatan tersebut
tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalanatstakwaannya, ternyata
dalam praktik peradilan ada hakim yang tetap mehi@n hukuman bagi
terdakwa, disinilah kemudiddltra Petita masuk menerobos kebuntuan yang ada
pada hukumn abstracto Seperti halnya yang terdapat dalam Putusan Madlkam
Agung Nomor 818 K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Aghing75 K/PID/1987,
Putusan Mahkamah Agung No0.2497 K/Pid.Sus/2011,daativlahkamah Agung
N0.1625 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agun66/Pid.Sus/2012.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa rikertantuk
menganalisis lebih dalam melalui sebuah karya tydisg berbentuk skripsi
dengan judul* ULTRA PETITA OLEH HAKIM DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA”

! Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terha8iamt Dakwaan, Eksepsi
Dan Putusan PeradilanCitra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him. 33

Z Pasal 1 angka 8 8 Kitab Undang-Undang Hukum APidana (KUHAP)

% Yahya HarahapHukum Acara Perdata tentang Gugatan, PersidanganyRaan, Pembuktian
dan Putusan Pengadilasinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 801
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikartasliamaka penulis
merumusakan permasalahan yang akan dikupas di didepsi ini sebagai
berikut:

1. Apakah diperbolehkan hakim membuat Putuséna Petita berdasarkan
ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan Undadgfdg Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

2. Bagaimanakah Putusablltra Petita dalam sistem peradilan pidana

Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsadalah:

1. Menganalisis dasar dibuatnya PutukHina Petita oleh hakim berdasarkan
ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan Undadgd Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,;

2. Menganalisis PutusarUltra Petita dalam sistem peradilan pidana

Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian skripsadalah:

1. Untuk tambahan bahan referensi bagi penulisan yaambahas topik
serupa juga menumbuh kembangkan hukum pidana keemadp lebih
baik;

2. Untuk memberikan masukan dan gagasan terhadap kamagian

perkembangan hukum pidana di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian
Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan degt tata cara
bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakdsam Penelitian hukum

adalah suatu proses untuk menemukan aturan huktdinsipgprinsip hukum,
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maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu mkgang dihadapi.Hal

tersebut sejalan dengan dengan pengertian yangndkekan oleh Morris L.
Cohen,Legal Research is the process of finding the laat ¢foverns activities in
human society Selanjutnya Cohen menyatakan baliwanvolves locating both
the rules which are enforced by the states and camames which explain or

analyze these rules”

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecadias isu hukum
yang timbul’ Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridisratif (egal
Research Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagma, baik
yang diidentikkan dengan keadaan yang harus dikajudus constituenduin
ataupun norma yang telah terwujud sebagai perigtaly eksplisit dan yang
secara positif telah terumus jelass(constituturjiuntuk menjamin kepastiannya
dan juga berupa norma-norma yang merupakan prod@uk sgorang hakim
(udgements pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkaragaten
memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemadalahagi para pihak yang

berperkard.
1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah di dalam penelitian hukum, roemeter Mahmud
Marzuki dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu pendakaundang-undangt@atute
approach), pendekatan kasusase approachy pendekatan historishistorical
approach), pendekatan komparatifcdmparative approagh dan pendekatan

konseptual donceptual approadt?

*Ibid., him. 35

® Morris L.Cohen & Kent C. OlsorLegal ResearghWest Publishing Company, St. Paul, Minn.
HIim.1 Sebagaimana dikutip daldbid., him. 29

® Enind Campbell, et al,egal ResearchThe Law Book Company, Melbourne, 199, him. 271
Sebagaimana dikutip dalalipid., him. 29

"Ibid., him. 41

8 Ashofa BurhanMetode Penelitian HukuniRineka Cipta, Jakarta, 2000, him. 33

° Peter Mahmud MarzukDp.cit, him. 93
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Terkait skripsi ini penulis menggunakan beberapadpkatan. Melalui
pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkarma$d dan berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jamaj@a Pendekatan yang
digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan undang-undangstatute approach) pendekatan ini
dilakukan dengan menelaah semua undang-undangedaasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditgtig

2. Pendekatan kasugdase approach pendekatan ini dilakukan dengan
cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yakgitaerdengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadyiang telah
mempunyai kekuatan yang tetap. Di dalam pendekktamus ¢ase
approacl), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagiusis
hukum. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekdasus adalah
ratio decidendiatau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk
sampai kepada suatu putusan;

3. Pendekatan konseptuatoficeptual approagh pendekatan konseptual
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrinidoktyang
berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajaridgagan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukumeneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-péagemhukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yangmeti®ngan isu
yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandaiagaottrin-
doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelland membangun
suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yhadapi*

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadibsunpenelitian
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,bddan hukum non
hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana hegu penulisan yang

91bid., him. 93
" bid., him. 94
2 1bid., him. 95
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digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligumsbarikan preskripsi

mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukogn dygunakan dalam

penulisan artikel ilmiah ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang faesitoritatif

yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hugumer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atdahridalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakBahan hukum primer

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian inal@d peraturan

perundang-undangan yaitu :

1.

5.
6.
7.
8.
9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun l1@8itang
Hukum Acara Pidana atau yang disebut Kitab Undandadg
Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkahgaimg;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2{@Mang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 198&nte
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987,

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/2012;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/PID.SUS/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-bwkum termasuk

skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnalglirukum. Disamping itu

juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar giagisan

pengadilah’. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mendukung,

13 1bid., him. 141
% Ibid., him. 155
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membantu, melengkapi, dan membahas masalah-magatah timbul
dalam penulisan ini. Pada penulisan ini bahan huls@kunder yang
digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yagditan dengan isu

hukum yang menjadi pokok permasalahan.
1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakdmdaenulisan ini
adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu dengara amelihat suatu
permasalahan secara umum sampai dengan pada hgialbersifat khusus
untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebgm&tnPeter Mahmud
Marzuki menyatakan “Dalam menganalisa bahan yamgprdieh agar dapat
menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan désggikah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-tyang tidak

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendakalian;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-baharukomtyang

dipandang mempunyai relevansi;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan lsarttan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yangjaaeab isu

hukum; dan

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi y@a dibangun di

dalam kesimpulan.
Sesuai langkah-langkah diatas, sebelumnya penwdisyitentifikasi fakta-fakta
hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akanhabaSelanjutnya
mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isurhyang akan dibahas.
Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan unmhénelaah dan
menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah midakuelaah kemudian
penulis menganalisis dengan menggunakan analidigktieyaitu analisis umum
menuju ke khusus. Pada rumusan masalah yang dian&kberadaan ultra petita
dalam ranah hukum acara pidana, dikaji menggunbkatang-Undang Republik

5 bid., him. 171
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Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acadar® atau yang disebut
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); &mg-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahunl1985 sebagaimafah tdiubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2@dang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang &wabdk Agung; dan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuakabaakiman. Setelah
itu memberikan preskripsi berdasarkan argumentasigydibangun dalam
kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diditserapkan didalam
penilisan ini mampu memperoleh jawaban atas rumusasalah, sehingga
memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkgmenarannya secara

ilmiah.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Ultra Petita
2.1.1 Pengertian Ultra Petita

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai
penjatuhan putusan atas perkara yang tidak ditatéut mengabulkan lebih dari
pada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pa&&ahyat (2) dan ayat (3) HIR
serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Sedangkahya Harahap
mengartikannya sebagai hakim yang mengabulkan tamtmelebihi ataupun

diluar dari apa yang ditunttt.
2.1.2 Larangan PrinsipUItra Petitadalam Hukum Acara

Asasnon ultra petitamerupakan larangan yang lazim disebut sehatai
petitum partitum Asas ini ditentukan dalam Pasal 198 ayat (2) alat (3) RBg
yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putugiak boleh
mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakanndajagatan. Di Indonesia
sendiri larangamiltra petita yang tercantum dalam ketentuan diatas hiaeglaku

dalam ranah hukum perdata saja.

Namun menurut Sudikno Mertokusumo, dengan mendasangada
yurisprudensi Mahkamah Agung, Pengadilan Negerlbohemberikan putusan
yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanyaihgdn yang erat satu sama
lainnya. Dalam hal ini asason ultra petitatidak berlaku secara mutlak sebab
hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindalarageaktif dan selalu
berusaha agar memberikan putusan yang benar-bemgetasaikan perkara.

' yahya Harahapbid.
" Sudikno Mertokusumd{lukum Acara Perdata Indonesiaiberty, Yogyakarta, 1993, him. 802

10
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2.2 Sumber Hukum Di Indoenesia

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang meninmbalk&an-aturan
yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila astwaan itu dilanggar akan
menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pgdanga. Sedangkan yang
dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-fgéitay berpengaruh terhadap
timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumkekuatan berlakunya
hukum secara formal artinya dari mana hukum ituataemukan, dari mana
asal mulanya hukum, dimana hukum itu dapat diceu dakim menemukan
hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahwigbauatu peraturan tertentu
mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lelrmgainyd® Berikut oleh

Achmad Sanusi sumber hukum dibagi menjadi dua ketdryaitu®®

1) Sumber hukum normal, yang dibaginya lebih lamenhjadi:

a. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuaangn
undang yaitu:

1. Undang-undang;
2. Perjanjian antar negara;
3. Kebiasaan.
b. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pergakndang-
undang yaitu:
1. Perjanjian;
2. Doktrin;

3. Yurisprudensi.

2) Sumber hukum abnormal yaitu:
a. Proklamasi;
b. Revolusi. c. Coup d’etat.

Sedangkan Marhaenis membagi sumber hukum mefijadi:

'8 R. SoerosoPengantar llmu HukugrSinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 117

19 Achmad SanusiRangkaian Sari Kuliah Pengantar llmu Hukum dan Remgr Tata Hukum
Indonesia Tarsito, Bandung, 1977, him. 34

2 Marhaenis Abdul HayDasar-Dasar llmu HukumPradnya Paramita, Jakarta, 1986, him. 146
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1) Sumber hukum filosofis idiologis ialah sumber hukyang dilihat dari
kepentingan individu, nasional atau internasiosakuai dengan falsafah

dan idiologi (vay of lif§¢ yang dianut di suatu negara.

2) Sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan damalparan
langsung dari sumber hukum segi filosofis idiologiang diadakan

pembedaan antara sumber hukum formal dan sumbanhoiateriil:

a. Sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang dilitlari segi

isinya.

b. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dilihatskgi yuridis
dalam arti formal yaitu sumber hukum dari segi bknya yang

lazimnya terdiri dari:

(1) Undang-undang;
(2) Kebiasaan;

(3) Traktat;

(4) Yurisprudensi;
(5) Dokrin.

2.3 Tinjauan Umum tentang Yurisprudensi

Istilah  Yurisprudensi, berasal bahasa Latin, yaiwari kata
“jurisprudentia” yang berarti pengetahuan hukum. Kata yurisprudeaebagai
istilah teknis peradilan sama artinya dengan’kmtiasprudentie” dalam bahasa
Belanda darfjurisprudence” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau
hukum peradilan. Menurut istilah, terdapat berbatgdinisi yang dikemukakan
pada Ahli Hukum. Sebagai contoh berikut dikemukabkahberapa variasi definisi

yurisprudensi :
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a. Menurut Kansil, yurisprudensi adalah keputusan rhaterdahulu yang

sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oledkirn kemudian

mengenai masalah yang safha.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi adalelaksanaan hukum
dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dij&an oleh suatu badan
yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara deetams dari pengaruh
apa dan siapapun dengan cara memberikan putusgrbgesifat mengikat
dan berwibawa. Secara ringkas singkat, menurutk8adiyurisprudensi

adalah putusan pengadil&n.

Menurut Ridwan Halim, yurisprudensi adalah putubakim atas suatu
perkara yang belum ada pengaturannya dalam undadajg, yang

selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim laamgy mengadili

kasus-kasus atau perkara yang seftipa.

Jadi tidak semua putusan hakim tingkat pertama ttegkat banding

dapat dikatakan sebagai yurisprudensi. Hasil piselBadan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN) tahun 1995 menyimpulkan bahwa spatwsan hakim dapat

disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusanmmhadisebut memenuhi unsur-

unsur sebagai berikdt:

1.

Putusan atas suatu peristiwva hukum yang belum jpksgaturan
perundang-undangannya;
Putusan tersebut harus merupakan putusan yanghetkékuatan hukum

tetap;

3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memuerkgra yang sama,

Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan

5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

2L CTS Kansil,Tanya Jawab Pengantar lImu HukuBinar Grafiti, Jakarta, 1993, him. 20

22 sudikno Mertokusumadyliengenal HukumLiberty, Yogyakarta, 1991, him. 92

8 Ridwan Halim, Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jaw@balia Indonesia,
Jakarta, 1985, him. 32

24 Ahmad Kamil dan M. Fauzataidah-Kaidah Hukum Yurisprudens?renada Media, Jakarta,
2008, him. 11
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2.4 Sistem Hukum Di Dunia

Negara-negara di dunia mengenal dua sistem hukmg g@minan, yaitu
Common Law System (Anglo SaxdahCivil Law System (Eropa Kontinental)
Keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasadiiinjau dari segi teknik

hukum yaitu®®

a. Hakim Kontinen Eropaberfikir deduktif, yaitu dari hukum undang-undang
yang abstrak dan umum ke kasus tertentu, sedarigikam dalam sistem
Common-Lawberpikir secara induktif, yakni dari putusan-patushakim
terbentuk rule (kaidah, peraturan) daprinciple (asas). Akan tetapi,
perbedaan itu tidak boleh dilebih-lebihkan kareagadimanapun undang-
undang terdiri dari yang elastis sehingga putusdogan pengadilan
sering menentukan arti suatu undang-undang. Sedangk Inggris

sejumlahrule atauprinciple menjadi dasar putusan hakim;

b. Hakim Kontinen Eropaakrab dengan aneka ragam teknik penafsiran
(interpretatig, ia lebih mempunyai kebebasan memilih, sedangnhak

Common-Lawnenafsirkan undang-undang menurut hurufnya;

c. Putusan hakinKontinen Eropaterutama hanya punya arti untuk perkara
yang diputus, sedangkan putusan hakim Ahglo Saxon dengan
bergantung kepada derajat pengadilan di mana putuserasal,
mempunyai kekuatan mengikabirfding force} terhadap hakim-hakim

lain berikutnya.

2.5 Jenis Putusan Pengadilan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilanatameggantung dari
hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal &nat Dakwaan dengan

segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakatiepan Pengadilan.

% Pontang MoeradPembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalerkara Pidana
Alumni, Bandung, 2005, him. 250
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Untuk itu, ada beberapa jenis putusan dalam hukidanp yang dapat dijatuhkan

oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan dari KUHA#R ya
a. Putusan Bebas

Putusan bebas ketentuannya dapat dilihat dalaml A&da ayat (1)
KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil peikesan di
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang kevd&an
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkaraka
terdakwa diputus bebas. ”

b. Putusan Lepas

Putusan bebas ketentuannya dapat dilihat dalaml A&da ayat (2)
KUHAP yang berbunyi :

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yadpkwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu kidaerupakan
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepasi dagala
tuntutan hukum. ”

c. Putusan Pemidanaan

Dalama hal ini berarti Terdakwa secara sah dan ke telah terbukti
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadaaold) karena itu
Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengannatgasal pidana

yang didakwakan kepada Terdakwa
2.6 Sistem Pembuktian
a. Conviction-in Time
Sistem pembuktian conviction-in time menentukaratsaidaknya
seorang terdakwa, semata - mata ditentukan olella@en “keyakinan”

hakim. Dalam sistem pembuktian ini hakim memilikdd yang sangat besar,

jika hakim telah merasa yakin bahwa terdakwa bemalakukan apa yang
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didakwakan kepadanya maka hakim bisa menjatuhkaanpi terhadapnya,
dan sebaliknya. Persoalan darimana hakim mendapdt&gakinan tidak
menjadi permasalahan. Dengan sistem ini, pemidadmanngkinkan tanpa

didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undangngida

Kelemahan dari sistem pembuktieonviction-in timeyaitu jika alat-
alat bukti yang diajukan di persidangan mendukuegekaran dakwaan
terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akarsetmua maka tetap saja
terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alatfal&ti yang dihadirkan di
persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakedsadap terdakwa
namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakulega yang
didakwakan oleh Penuntut Umum maka pidana dapatutiikan oleh Hakim.

b. Conviction-Raisonee

Dalam sistem inipun dapat dikatakan “keyakinan imaktetap
memegang peranan penting dalam menentukan salaknya terdakwa.
Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktoryd@nan hakim
“dibatasi”?’ Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tieldduktinya
dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentateh hakim tapi
dalam memberikan putusannya hakim dituntut untukgueaikan alasan-
alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kasalendakwa. Dan
reasoning itu harusreasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat
diterima®® Arti diterima disini hakim dituntut untuk mengukanh alasan-

alasan yang logis dan masuk akal.
c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Maksud dari pembuktian menurut undang-undang aegausitif
adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah ataak tidersalah harus

%6 Sri Ingeten Br Perangin-Angieranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara PidaRakultas
Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008, Bisn.

" Yahya HarahapPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHARtaka Kartini, Jakarta
1993, him. 256

?% Ibid., him. 256
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tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangdteta dengan sistem
pembuktian conviction-in time dan conviction-raisen Dalam sistem ini
tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseoringatakan bersalah jika
proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajutepersidangan telah
menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses perabut¢rta alat bukti
yang diajukan diatur secara tegas dalam undangagnda

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Berbeda dengan sistem pembuktian menurut undat@rgnsecara
positif, dalam sistem pembuktian menurut undangangdsecara negatif
disayaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentai@kah terdakwa
bersalah ataukah tidak. Dalam sistem pembuktiaralet-alat bukti diatur
secara tegas oleh undang-undang, demikian juga adengekanisme
pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukhemendukung benarnya
dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka hartisibul keyakinan
pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat btésebut. Jika alat-alat
bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwaalaérsnamun belum
timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidakat dijatuhkan.

2.7 Teori Tujuan Hukum

Hukum pada hakikatnya ada dan dibuat dengan sujg@anttertentu. Salah

satunya adalah yang dikemukakan oleh Gustav Radlatecgan Teorinya yaitu

Rechtsidee bahwa hukum Idealnya harus mewujudiaartnya:

1. Keadilan (Grechtmategheit);
2. Kemanfaatan (Doelmaghteit);

3. Kepastian (Rechmategheit)

Hal ini sejalan dengan teori klasik yang di jabarkéeh Ahmad Ali yakni terdiri

dari?®

29 Ahmad Ali, Teori Hukum dan Implementasiny@andung, Rajawali Pers, 2007, him. 45


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

1. Teori Etis adalah tujuan hukum semata mata untukupglkan keadilan
(justice);

2. Teori Utilistis adalah tujuan Hukum semata-matauknmewujudkan
kemanfaatan (utility);

3. Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mattukurmewujudkan
kepastian hukum (legal certainly).

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatifabberubah-ubah. Satu
waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegudan kepastian hukum
ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepan atau kemanfaatan.
Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah tidek memuaskan.
Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan tdahutium. Kebebasan yang
dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan latkkitan dengan apa
yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hailginginkan apa yang kita
ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubundkepastian, keadilan,
persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Retuffru

2.8 Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Penegakan hukum atas segala peraturan perundaaggamdyang ada di
Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan kehakimamgaRean kekuasaan
kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar Negara R&pimoonesia Tahun
1945 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 ayah&sil amandemen ketiga
yaitu:

“ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yangeakardntuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukunm da
keadilan.”

Sebagai sebuah kekuasaan yang merdeka, maka seldgiakaya kekuasaan
kehakiman terlepas dari pengaruh dan campur takgjamsaan lain. Kekuasaan
kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung lpeassama badan-badan

peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuagafirk memeriksa dan

%0 Arief SidhartaMeuwissen Tentang Pengembanan Hukum, llmu Hukuorj Feikum dan
Filsafat Hukum PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, him. 20-21
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mengadili serta memberikan putusan atas perkaka@eryang diserahkan
kepadanya guna mewujudkan tujuan hukum. Maka sselaarusnya badan yang
memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ddgajebdengan baik dalam
tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putysag objektif dan tidak

memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukamkeadilan. Karenanya
badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaanmatain pengaruh kekuasaan

pemerintahan.

Hakim merupakan tonggak utama pelaksana kekudsdeakiman. Hakim
adalah pejabat peradilan negara yang diberi wevgeaksh undang-undang untuk
mengadili** Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuénerima,
memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas, belpa, dan tidak
memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menatd yang diatur dalam
undang-undantf Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada
hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia @agarakat dibidang
hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki mdesl dan tanggung jawab
yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam ipripsnsip dasar kode etik

hakim, antara lain:

a. Prinsip kebebasarPrinsip ini memuat kebebasan peradilan &dala
suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan samingn mendasar atas
suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, sgofdakim harus
menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasadilge baik
dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

b. Prinsip Ketidakberpihakan Prinsip ini sangatlah penting untuk
pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal daktihanya berlaku
terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhgol@ges dalam mana
keputusan itu dibuatan.

C. Prinsip Integritas Prinsip integritas sangat penting untuk
pelaksanaan peradilan secara tepat mutu peragepnbfesi.

% Lihat Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang HukurarAd®idana (KUHAP)
% Lihat Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang HukurarAd®idana (KUHAP)
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d. Prinsip KesopananKesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri
sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiateangeHakim.

e. Prinsip Kesetaraan Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan
terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangadiating guna
pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

f. Prinsip Kompetensi dan KetaataRrinsip kompetensi dan ketaatan

adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilagaetana mestinya.
2.9 Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim

Seiring perkembangan zaman, diketahui terdapat rapae aliran
menemukan hukum oleh hakim dalam memutus suatuagerkyaitu hakim
positivis atau legisme, hakim otonom/belaegfiffsjurisprudeny dan hakim saat
sekarang/hakim progresiKetiga aliran hakim tersebut memiliki karakteristik
yang berbeda-beda antara yang satu dengan yangAlaen-aliran tersebutlah
yang mengarahkan hakim dalam mempertimbangan putatses perkara yang
diadilinya.

1. Hakim Legisme/Positivisme Hukum

Aliran ini muncul pada abad ke-19, karena ajarakuhu alam yang
rasionalistis hampir ditinggalkan orang sama selgaitara lain karena pengaruh
dari alirancultuur historisch schoolakan tetapi, ditinggalkannya aliran hukum
alam yang rasionalistis tersebut mengakibatkan ki@maiatnya aliran hukum

lain yang menggantikannya, yaitu aliran positivismé&um?3*

% Sudikno Mertokusumo dan Piti®&ab-Bab Tentang Penemuan HukuBitra Aditya Bakti,
Yogyakarta, 1993, him. 42-44
% pontang Moeradp.cit, him. 164
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Hakim positivis atau legisme merupakan hakim yarmgemrgaruhi oleh
mazhab atau aliran positivisme hukum. H. L. A. Hagngemukakan berbagai

arti dari positivisme tersebut sebagai berikut:

a. Hukuman adalah perintah;

b. Analisis terhadap konsep-konsep hukum berbeda dengjadi
sosiologis, historis, dan penilaian kritis;

c. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara diagigoeraturan-
peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa peghunjuk kepada
tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas;

d. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkardigantahankan
oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian;

e. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan positimatus
senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusrgiptakan dan

diinginkan.

Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satumghesuhukum adalah
undang-undang, sedangkan peradilan berarti sematt-penerapan undang-
undang pada peristiwa yang konKfitundang-undang dan hukum diidentikiAn.
Hakim positivis juga dapat dikatakan sebagai coramdpng-undang. Hakim yang
menganut positivisme hukum sejalan dengan pengatankapastian hukum,
yang beranggapan bahwa apabila hakim diberikan wamge menafsirkan
undang-undang atau menemukan hukum sendiri langkeingasyarakat, maka
kepastian hukum akan tergangfuHakim dalam memutus perkara dapat
dianggap tidak perlu memperhatikan tujuan penegak&om untuk mewujudkan

keadilan dan kemanfaatan.

Montesquieumenuliskan dalam bukunyaDé [I'esprit des lois” yang

mengatakan:

% Lili Rasdjidi dan Ira RasjidiDasar-Dasar Filsafat dan Teori HukunGitra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, him. 57-58

% Sudikno Mertokusumo dan Pitl®p.cit, him. 42-43

37 pontang Moeradp.cit, him.120

% Andi HamzahHukum Acara Pidana Indonesi@apta Artha Jaya, Jakarta, 1996, him. 114
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“Dans le gouverment republicant, il est de la natdeela constitution
que les juges suivent la letter de la loi...Les jutge$a nation ne sont qui
la bounce qui pronounce les parolesde la loi, desse@nanimes qui n’en
peivent moderer ni la force ni la rigueufDalam suatu negara yang
berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undadgng dasarnya
para hakim menjalankan tugasnya sesuai denganamggtgrtulis dalam
undang-undang. Para hakim dari negara tersebuatadak lain hanya
merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undzohag,
makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat menguleik mengenai
daya berlakunya, maupun kekerasantiya.

Menurut Ahmad Rifadalam bukunya menuliskan:

Akibat penerimaan legisme, hukum positif menjadigsd kaku dan
tidak mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan sog&ag timbul di

dalam suatu masyarakat yang berkembang dan beddyajan cepat.
Dapat dilihat akan banyaknya perbuatan yang metkesgdaran hukum
masyarakat, dapat dikatakan sebagai perbuatan tgacgja atau tidak
patut untuk dilakukan, akan tetapi karena tidakudi@alam undang-
undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat disledessecara hukum.
Paham legisme ini juga menghalangi digunakannyaiinuitang hidup
dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yaranéka ragam

bentuknya.

Maka, dalam perkembangan aliran hakim dalam memuieikara,
tidaklah terbatas dalam pandangan positivisme huktan legisme saja, yang
kemudian mendorong munculnya aliran lain yaituaalihakim otonom/bebas

(begriffsjurisprudeny

¥ Ibid.
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2. Hakim Otonom/Beba®égriffsjurisprudenk

Pada aliran hakim vyang kedua, vyaitu hakim otonobdbe
(begriffsjurisprudeng  Aliran hakim ini muncul sebagai reaksi penentang
terhadap aliran legisme, yang mendewakan undangrgndebagai satu-satunya
sumber hukum. Aliran ini muncul pada awal abad Ke Yang mengajarkan
tentang kebebasan hakifr¢irechtslehrg yang berpendapat bahwa hukum lahir
karena peradilaff Titik tolak pandangan ini ialah bahwa undang-umgan
bukanlah satu-satunya sumber hukum, undang-undangelalu tidak lengkap
dan selalu terdapat kesenjangan di dalanthydndang-undang sebagai buatan
manusia besifat statis, dan selalu tertinggal derkg@daan manusia yang selalu
berkembang. Dalam kondisi seperti ini, undang-ugdaemiliki kelemahan dan
kekosongan hukum karena tidak bisa mengikuti kdtartuzaman. Herman
Kantorowicz, sebagai penganut terkemuka aliran imenganggap pemikiran
mengenai stelsel hukum yang penuh itu menimbulkalawaan, undang-undang
mengandung banyak kekosongan dan merupakan tug&sm hantuk
memenuhiny4? Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun J@98ang
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan, “Pengadilan ddaranenolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkarg dajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melaimkagiib untuk memeriksa dan
mengadilinya”. Oleh karena itu, maka hakim memwwesara bebas dan mandiri
dengan tujuan menwujudkan putusan yang berkeadidlarbermanfaat.

Hakim otonom/bebas menjadikan undang-undang, katassebagai
sarana bagi hakim dalam menemukan hukumnya. Hakiengaotamakan
kemanfaatan bagi masyarakat bukanlah kepastiannhul@ebagaimana aliran
hukum bebasRreirechtslehr¢, yang menginginkan bahwa peranan hakim harus

mendekatkan pada nilai-nilai dalam masyarakat.

“0 Sudikno Mertokusumo dan Pitl®p.cit, him. 44
“1 Andi HamzahQp.cit, him. 115
2 pontang Moerad)p.cit, him. 125
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Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum bebakaritah
peradilan yang tidak terikat pada undang-undangiyblasaja, undang-undang
bukan merupakan peran utama, tetapi sebagai atdat hantuk memperoleh
pemecahan yang tepat menurut hukum, dan yang pedk harus sama dengan
penyelesaian undang-unddfigSelanjutnya, Sudikno Mertokusunneengatakan,
penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai prosego@atukan hukum oleh
hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang idiogas melaksanakan
hukum yang konkret, ini merupakan proses konkrgtiskan individualisasi

peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengjpegatiwa konkret?

Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginyahkaa hakim boleh
menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaataryaredsat. Jadi, di sini
hakim mempunyaifreies ermesssenykuran dengan kesadaran hukum dan
keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukimankeyakinan hakim, di

mana kedudukan hakim bebas muflak.

Kewenangan mutlak hakim yang diajarkan oleh alifekim bebas,
dimungkinkan adanya peluang kesewenang-wenangan&aerpengaruh oleh
sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kejaardan sebagainya.Jadi,
aliran ini sangatlah berlebihan karena berpendaphiva hakim tidak hanya
boleh untuk mengisi kekosongan undang-undang @i hakim bahkan boleh

menyimpanginy&’
3. Hakim Progresif
Hakim progresif adalah hakim yang menganut padaaralihukum

progresif. Kata progresif berasal dari progressigyberarti adalah kemajuan. Jadi
di sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu merngpgerkembangan zaman,

3 Darji Darmodiharjo dan ShidartRokok-Pokok Filsafat HukunGramedia, Jakarta, 200@m.
149

4 Ahmad Rifai,Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukurgressif Sinar Grafika,
Jakarta, 2011, him. 31

**Ipid., him 33

“©|bid.

4" Sudikno Mertokusumo dan Pitl®p.cit, him. 45
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mampu menjawab perubahan zaman dengan segala didséeimnya, serta
mampu melayani masyarakat dengan menyandar paek mspalitas dan sumber
daya manusia penegak hukum itu serdirBatjipto Raharjodalam bukunya
menyatakan, “Selain itu konsep hukum progresif kidapas dari konsep
progresivisme, yang bertitik tolak pada pandangamadnusiaan, bahwa manusia
itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sgyapedulian terhadap sesama

sebagai modal penting bagi membangun cara berhdkdalam masyaraké&t.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif na¢rkandungan moral
yang sangat kuat, progresivisme tidak ingin mekgdihukum sebagai teknologi
yang tidak bernurani, melainkan suatu institusigydermoral kemanusiaah.

Sutekimenyebutkan bahwa:

“...teori hukum progresif merupakan bagian dari psesarching for the
truth (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhemtalam teori
hukum progresif, manusia berada di atas hukum. kukanya menjadi
sarana menjamin dan menjaga berbagai kebutuhansmakiukum tidak
dipandang sebagai dokumen yang absolut dan adesgoaom. Hukum
progresif yang bertumpu pada manusia, membawa koessi
pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteksnggakan hukum
selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalakutm, mengatasi
ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membeabbbsan-
terobosan hukum bila perlu melakukanle breaking Terobosan-
terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuamakeisiaan melalui

bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.

Berkaitan dengapendapat dari Suteki, bahwa hukum progresif tidaglni
terjebak ke dalam cara berhukum yang statis apasggnar? Namun,

mendorong perkembangan hukum agar semakin dekgademlai-nilai keadilan

“8 Satjipto RaharjoMembedah Hukum ProgresiKompas, Jakarta, 2003, him. 228
49 yp:
Ibid.
*0 Satjipto RaharjoHukum Progresif Genta Press, Jakarta, 2009, him. 17
1 Awaludin Marwan Evolusi Pemikiran Hukum Bay@Genta Press, Yogyakarta, 2009, him. 19
*2 Satjipto RaharjoHukum Progresif, Op.cithim. 106
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yang berkemanusiaaiakim yang berpandangan hukum progresif akan selalu
memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dibandindkagan kepastian hukum.
Dalam tiap perkara yang dihadapinya, hakim progtegaklah sebagai corong
undang-undang, melainkan akan melakukan pendekatangikuti, menggali,
memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yhityp dalam masyarakat.
Hakim progresif akan selalu mencari terobosan-tesab, sehingga tidak pernah
berhenti karena tidak terbelenggu dengan hukuntifydsipi dengan terobosan-

terobosan dalam mencari kebenaran yang ada dalayara&at.

*3 pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teritekgasaan Kehakiaman.
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PEMBAHASAN
3.1 Dasar Keberadaan PutusarUltra Petita

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) priresig yipandang
sangat pokok dalam sistem peradilardicial systery yaitu: (i) the principle of
judicial independencdan (ii)the principle of judicial impartiality Kedua prinsip
ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semegara yang disebut hukum
modern. Begitu pula di Indonesia, kedua prinsip kemudian juga diterapkan
dalam sistem peradilan di Indonesia yang termakialam prinsip kekuasaan
kehakiman. Jika dianalisis lebih lanjut hubungatai kedua prinsip tersebut
adalah bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang keerte sendiri (prinsip
kebebasan hakim) harus diwujudkan dalam sikap mdgnsi hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Tentunya kebebasan itu kemudian tidak dapat daartderta merta bebas
sebebas-bebasnya, namun tetap harus berdasar yabdarshukum yang ada.
Dalam perkara pidana khususnya, hakim sebagai gglakkekuasaan kehakiman
memegang 2 (dua) dasar dalam beracara yakni Uridadgng Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya wulisefyKK) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dis€kbdHAP). Kemudian
puncaknya adalah terdapat dalam putusan yang dibleat hakim. Putusan
pengadilan merupakan bagian dari proses penegakamhyang bertujuan untuk
mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadi@mupakan produk
penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yaegamelsecara yuridis yang
muncul secara sah di persidangan. Kualitas putysargadilan berkorelasi
dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekwurani hakim. Hal
tersebut tentunya berkorelasi terhadap keberadaarsgnUltra Petita dalam

hukum pidana Indonesia.

27
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3.1.1 Analisis Kebebasan Hakim dalam Undang-Undang Nomo#8 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-khdang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keberadaan norma kebebasan hakim yang terdapatamideetentuan

UUKK ternyata tidak berjalan seiringan dengan ketan yang terdapat di dalam
KUHAP, nyata terlihat bahwa ketentuan materiil yaag di dalam UUKK telah
terjadi disharmonisasi dengan ketentuan formil yadg di dalam KUHAP. Hal

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1:
Norma Kebebasan Hakim dalam UUKK danKUHAP
NO BAHAN METODE PENJELASAN
ANALISIS ANALISIS
1. ~ Kata Interpretasi | Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi
‘Didasarkan” | Gramatikal | ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal 211. &tag
PaggII??Z Kamus dasar yaitu: | _ _
ayat (4) Besar 1) tanah yang ada di bawah air (kali, laut, daragaimya), 2)
KUHAP - Bahasa | Bagian yang terbawah (kuali, botol, dan sebagaipgay di
“musyawarah Indonesia/ | sebelah dalam ataupun yang di sebelah luar, 3jtal,a4)
tersebuharus KBBI) Latar (warna yang menjadi alas gambar dan sebagjaiby
didasarkan Lapisan yang paling bawah, 6) Bakat atau pembavsagak
atassurat lahir, 7) Alas, fundamen, 8) Pokok atau pangkal tislia
dakwaardan pendapat (ajaran, aturan), 9) Cak memang begitutafig
segalssesuatu ; " ;
yangterbukti adat, tf_;lb|at, kelakuarj, (_jan sebagmya), dan 10y Iblent_uk
dalam gramatikal yang menjadi asal dari suatu bentukange@rtian
pemeriksaan berdasar yaitu 1) Ada dasarnya, memakai dasar (dalam
di sidang” berbagai arti), 2) Beralasan. Pengertiaerdasarkan yaitu
1) Menurut, 2) Memakai sebagai dasar, beralaskan,
bersendikan, 3) Bersumber pada. Pengertiarmendasar
yaitu bersifat dasar (asas, pokok). Pengeni@ndasari
yaitu menjadi dasar (asas, pokok). Pengentireamdasarkan
yaitu memakai sebagai dasar (alasan dan selyajain
2. ~ Kata Interpretasi | Pasal 24 ayat (1) UUD 1945“Kekuasaan kehakiman
‘Didasarkan” | gjstematis | merupakan  kekuasaan  yang merdeka  unfuk
dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum|da
Pasal182 ¥eaHilan®
ayat (4)
KUHAP :
“musyawarah Pasal 1 ayat (1) UUKK:
tersebuharus “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
didasarkan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan glna
atassurat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pandasila
sdeagkgilaaszrs?g)[u Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
: 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Repuplik
yangterbukti X
dalam Indonesia”

pemeriksaan

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUKK:
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di sidang” Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) UUKK:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakimha&im
konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKK:
Yang dimaksud dengan “kemandirian perdilan” addlabas
dari campur tangan pihak luar dan bebas dari sdgsituk
tekanan, baik fisik maupun psikis.
Pasal 6 ayat (2) UUKK:
“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecualakdla
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menprut
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseosany |y
dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalals |at
perbuatan yang didakwakan atas dirinya”
Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UUKK:
Cukup jelas
3. Kata Interpretasi | Penjelasan Pasal 182 ayat (4) KUHAI
“Didasarkan” Undang- | Cukup jelas
dalam Undang

Pasal182 Risalah Pasal 172 ayat (2) RUU KUHAP:

ayat (4) “Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada dyat (

KUHAP : dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhiukupt

“musyawarah mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarablat

tersebuharus diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukdem,

didasarkan hadirin meninggalkan ruang sidang”
atassurat Penjelasan Risalah Pasal 172 ayat (2) RUU KUHAP:
dakwaardan Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat tkn salah
segalasesuatu seorang hakim majelis dicatat dalam berita acadang
yangterbukti majelis yang sifatnya rahasia.
dalam

pemeriksaan Risalah Pasal 172 ayat (3) RUU KUHAP:

di sidang” “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sharu
didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuafy| ya
terbukti dalam pemeriksaan di sidang”

Penjelasan Risalah Pasal 172 ayat (3) RUU KUHAP:
Cukup jelas

Penjelasan 1

Menurut pendapat penulis makna kata “didasarkamyyaemiliki kata
dasar “dasar” tidaklah memuat suatu keharusan bagrang hakim untuk
menjadikan dakwaan sebagai pedoman utama dalam ma¢reébuah putusan,
karena masih ada bunyi lain yang seharusnya jygdikian fokus analisis yakni
“segala sesuatu yang terbukti di dalam pemerikshasidang”. Artinya disini
adalah bahwa hakim masih memiliki dasar lain disagsurat dakwaan. Hal

ini juga sejalan dengan sistem pembuktian yangudi@lalam hukum acara
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pidana di Indonesia. Hukum acara pidana Indonesianganut sistem
pembuktian menurut undang-undang secara nedéifdtief Wettelijke Bewijs
Theorig. Sistem pembuktian menurut undang-undang secagatif (Negatief
Wettelijke Bewijs Theor)ani pada hakikatnya terletak diantara dua sisyamg
berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktiamunmte undang-undang
secara positif dan sistem pembukti@mviction in time Artinya hakim hanya
boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tipana yang didakwakan
apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasalkepada alat-alat bukti
yang sah menurut undang-undang yang telah ditentakaara limitatif dalam
Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Pada sistem pembuktian menurut undang-undang seoagatif
(Negatief Wettelijke Bewijs Theoyiada dua hal yang merupakan syarat untuk
membuktikan kesalahan terdakwa, yakni PertaWettelinjkyaitu adanya alat-
alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-ugdgedua,Negativeyaitu
adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga dsadkan bukti-bukti
tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antded-alat bukti dengan
keyakinan diharuskan adanya hubungan kausal (ssdbbat). Hal secara secara
normatif dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seaBgr
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua #lakti yang
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindaknaidaenar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya”

Di dalam pasal tersebut juga tidak mewajibkan hakierpedoman secara
mutlak terhadap apa yang ada didalam surat dakwetapi lebih menekankan
kepada apa yang sebenarnya terjadi dan jenis tipdlna apa yang terbukti
dilakukan oleh terdakwa. Jadi surat dakwaan olekinhasudah seharusnya

> pasal 184 ayat (1) KUHAP, berbunyi: alat bukti yaad ialah:
Keterangan saksi;

Keterangan abhli;

Surat;

Petunjuk;

Keterangan terdakwa.

®ooow
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hanya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbaggga dalam membuat
suatu putusan, sehingga nantinya diharapkan haletih | bebas untuk
menentukan hasil putusan yang akan dibuat, tentdieyggan memperhatikan

aspek tujuan hukum.
Penjelasan 2

Menurut pendapat penulis bahwa sudah jelas tegikaityang diamanatkan
baik di dalam UUD NRI 1945 ataupun UUKK bahwa kedaen kehakiman
dalam menjalankan kekuaasaannya dalam menyelekggan@eradilan harus
merdeka dan mandiri. Artinya terlepas dari pengatakuasaan baik internal
(struktur lembaga yudikatif itu sendiri) ataupunngaruh eksternal (eksekutif,
legislatif). Tetapi kemudian keberadaan pasal @ulah dikebiri sendiri dengan
adanya Pasal 6 ayat (2) dalam UUKK, terdapat inkterssi norma di dalam
UUKK. Meskipun diawal dalam Pasal 1 ayat (1) dasdP8 ayat (1) mengatakan
bahwa kekuasaan kehakiman itu bersifat merdekandamdiri, namun dalam

Pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa “....atas perbugtarg didakwakan atas
dirinya” artinya disini yang menjadi dasar atau acunakim dalam mengambil
putusana adalah atas perbuatan yang didakwakardaajddak mengakomodir
jilka di dalam proses pemeriksaan di persidanganya¢a terdakwa terbukti
melanggar pasal lain tetapi pasal itu tidak diddéamaoleh jaksa penuntut umum.
Penulis mengatakan demikian karena sebenarnyajtiatepasal ini kabur sebab
tidak ada penjelasan yang jelas mengenai maknad¥a dilihat dalam

penjelasannya maka hanya akan dijumpai kata ciétag. |

KUHAP merupakan induk pedoman dalam proses beraciiam
peradilan pidana, maka sudah seharusnya terdapahdpenerah antara UUKK
dengan KUHAP, karena di dalam KUHAP menggunakamdda “dan” artinya
ada 2 (dua) pertimbangan yang dapat dilakukan bé&im sebagai dasar bagi
pembuatan putusan yakni surat dakwaan dan segsilmtseyangterbukti di
dalam pemeriksaan di sidang. Jika dianalisis maiealal ini memang kesatuan

dalam hasil tapi merupakan dua hal yang berbedeoeBla halnya dengan apa


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

yang ada di dalam Pasal 6 ayat (2) UUKK di dalammapani menggunakan
penghubung (,)/ tanda koma. Artinya ini merupakamgi®n-bagian yang
merupakan satu kesatuan dari urutan awal hingga akilai dari alat bukti

yang sah menurut undang-undang, kemudian hakim meigh keyakinan

bahwa terdakwa yang dianggap dapat bertanggungbjaietah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jika dilihat secara teliti maka terlihat perbedaamg jelas, di dalam
KUHAP masih mengakomodir adanya pertimbangan bakinm jika pada
proses pemeriksaan di persidangan ternyata terdalesaukti melanggar
ketentuan pasal pidana lain yang tidak didakwakamudian hal inilah yang
membuka ruang bagi hakim untuk dapat membuat suawsanUItra Petita.
Tetapi hal ini bertolak belakang dengan Pasal @ &pUUKK yang hanya
mengakomodir perbuatan yang didakwakan saja. Ma#lalsselayaknya ketika
terjadi suatu disharmonisasi norma, sudah menjagas lembaga legislatif
untuk meluruskannya kembali menjadi suatu kesapemmdangan agar terjadi

keseragaman dalam sebuah pemahaman norma.
Penjelasan 3

Menurut pendapat penulis hingga kini masih belura penjelasan yang
jelas terkait makna bunyi pasal...harus didasarkan atas surat dakwaan dan
segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaanidding” yang terdapat di
dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Kemudiadalam penjelasannya
pun hanya dikatakan cukup jelas. Hal ini terulalag masih tetap digunakan
dalam RUU KUHAP tepatnya dalam Pasal 172 ayat &B) genjelasannya yang
berisi cukup jelas. Jika hal ini masih tetap digleainkan maka kedepannya dalam
proses penegakan hukum pun, utamanya bagi hakiammdahembuat suatu
putusan, maka akan terjadi suatu ambiguitas yandi rekan menimbulkan
keraguan, kekaburan dan ketidakjelasan maknanyakimen demikian dalam
penjelasan sebelumnya, penulis telah berusaha meekgu makna pasal tersebut

dengan menggunakan penafsiran sistematis. Penatigefdapat kedepannya
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dalam RUU KUHAP supaya diberikan penjelasan yatasjeerkait makna pasal
tersebut agar tidak terjadi ambiguitas, sehinggaatdaneminimalisir perbedaan-

perbedaan pandangan para hakim dalam membuatmuasan.

3.1.2 Putusan Ultra Petita Hubungannya dengan Asas Legalitas dan Asas

Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hatnn bukan
definisi dan juga bukan soal formalitas. la bermdan erat dengan praksis
kehidupan sehari-hari dari manusia. Apakah kemudianjadi hal yang normal
dan harus menutup mata, ketika hakim mengetahgastejelas dan memperoleh
keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukaatu tindak pidana,
tetapi atas dasar kepastian yang tertuang dalam A®JHmaka hakim
membebaskan terdakwa dengan dasar bahwa pasal didagwakan tidak
terbukti namun terdakwa terbukti melanggar pasaldaluar dakwaan. Menurut
penulis, ketika hal ini dibiarkan terjadi maka segguhnya hakim telah
mengingkari suara hati nuraninya sendiri karenarsggguhnya putusan seperti ini
belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam anakgt. Sehingga tepatlah
apa yang dikemukakan oleh Gustav RadbrutBummum ius summa inuiria”
bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani.

Mahkamah Agung sendiri dalam intruksinya No.KMA/ONST/V1/1998
tanggal 1 juni 1998 mengintruksikan agar para hakimemantapkan
profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang kuaditas, dengan
menghasilkan putusan hakim yaraksekutabel berisikan ethos (integritas),
pathos(pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (h@kian rasa keadilan dan
kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nildaya yang berlaku dalam
masyarakat), sertagos(dapat diterima akal sehat), demi terciptanya ketimean
para penyelenggara kekuasaan kehakiman. Memangdiikébungkan dengan
adanya asas legalitas maka, terdapat penyimpaagsadap penerapan Pasal 191
ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil peikgaan di sidang
pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yatak didakwakan
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kepadanya tiak terbukti secara sah dan meyakinkaaka terdakwa
diputus bebas”

Namun pada kenyataannya para hakim memilih untizp tmemberikan
pidana terhadap para terdakwa atas pasal yangktedoypersidangan meskipun
pasal tersebut tidak didakwakan, artinya hakim rkrantuk tidak menggunakan
pasal tersebut dalam perkafdltra Petita Meskipun sebenarnya banyak
pandangan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksatpemumum yang tidak
terbukti di persidangan, namun hakim menvonis tesdaberdasarkan fakta-fakta
yang terbukti di persidangan dengan menggunakaal [@as, maka nantinya akan
memunculkan satu perilaku menyepelekan dalam peabukakwaan oleh jaksa.
Hal ini terjadi karena jaksa akan beranggapan bajikeasalah merumuskan

dakwaan, masih ada hakim yang akan mengoreksinya.

Menurut hemat penulis ini hanyalah sebyainanoid syndromelari para
pihak yang kontra terhadap adanya putubldina Petita Padahal sebenarnya
jaksa selaku pejabat yang diberikan wewenang oletlang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanalksan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tétdgeberadaanya telah diatur sedemikian
rupa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tab0d Bntang Kejaksaan
Republik Indonesia. Di dalam undang-undang terséblath dikatakan bahwa
apabila jaksa dinyatakan tidak cakap dalam merkalariugas, maka ia dapat
diberhentikan dengan horntitApalagi jika hasil dari penilaian kinerja jaksa
tersebut dianggap terus-menerus melalaikan tugaspskerjaannya maka dapat
diberhentikan dengan tidak horniat-al tersebut dapat terjadi berdasarkan hasil

dari pegawasaf dan evaluasi terhadap kinerja jaksa yang dilakukéeh

% Lihat Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP

% Lihat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 16 MaP004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

*"|bid, Pasal 13 ayat (1) huruf b

*8 pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatatitipenpenguijian, pemberian bimbingan,
penertiban, pemeriksaan, penindakan, dan pemantadaadap pelaksanaan tugas semua unsur
Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kataaped Kejaksaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Rencana Stratejik serta kebijalang ditetapkan oleh Jaksa Agung
Republik Indonesia, Vide PAsal 1 angka 1 Peratuiaksa Agung Republik Indonesia Nomor:
PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-KetentuanyBlenggaraan Pengawasan Kejaksaan
Republik Indonesia.
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Kejaksaan Republik Indonesia secara berkala yaogyaspecialistdapat dilihat
dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NomE&ER-
069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemgglaraan Pengawasan
Kejaksaan Republik Indonesia.

PutusanUltra Petita yang dilakukan oleh hakim menurut penulis jika
dihubungkan dengan keberadaan asas legalitas gdimat pada ketentuan Pasal
182 ayat (4) KUHAP yang berbunyf:Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus
didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatog yeerbukti dalam
pemeriksaan di sidang tlan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbufiyiika
pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaansidang, kesalahan
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadaiulgk tterbukti secara sah
dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebasmaka sudah seharusnya
terdakwa diputus bebas. Jika kemudian karena kegudaati-hatian jaksa
penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tersebhambuat hakim
kemudian mengambil pilihan untuk diberikannya patu®ebas bagi terdakwa,
maka jelas disini hakim telah meninggalkan dan rabatkan tugasnya sebagai
aparat penegak hukum yaitu menegakkan tujuan hwdaara pidana itu sendiri
yakni menegakkan hukum pidana materiil. Ketika aegrterdakwa oleh hakim
telah nyata ditemukan kesalahannya dan telah medmenmusan pasal dan
kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di persistamguncullah keyakinan
hakim atas hal tersebut, maka sudah menjadi tugksnhuntuk menjatuhkan

putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakvebters

Jika dilogikakan, ketika hal di atas terjadi ma&ks@a penuntut umum akan
mengajukan upaya hukum baru berdasarkan apa yamgktie dari hasil
persidangan sebelumnya baik itu banding, kasasipate peninjauan kembali,

tentu saja hal ini akan sangat merugikan bagi lgaig@hak karena:

a. Bagi terdakwa, dia akan lebih banyak menghabiskaktwdi tahanan,
sebab pasti aparat penegak hukum akan memperpanmpaga
penahanannya hingga batas waktu maksimal hinggselésaikannya

sidang dengan surat dakwaan yang baru. Kemudiam fgtdakwa
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menggunakan jasa penasehat hukum, maka akan memd®ban biaya
yang harus dikeluarkan oleh terdakwa dan keluamamiuk membayar
feepenasehat hukumnya tersebut;

b. Bagi korban, keadilan yang diinginkan oleh korb&aratertunda, karena
proses persidangan yang harus diulang hingga memealektu yang
panjang. Jika hal terbut dibiarkan maka secar& tidagsung juga akan
menambah penderitaan dan dampak buruk bagi psikabdgan;

c. Bagi aparat penegak hukum, mereka harus melakulag pemeriksaan
kepada terdakwa, seperti jaksa harus membuat wangt dakwaan,
kemudian hakim, jaksa, dan penasehat hukum harutakakan
pemeriksaan ulang di depan persidangan, artinyairhahkan banyak
menyita waktu, pikiran dan tenaga dari para apgeiegak hukum
tersebut. Padahal dalam pemeriksaan di sidangwsebga telah tebukti
secara sah dan meyakinkan pasal dan perbuatanapydang dilakukan
oleh terdakwan, namun sayang oleh hakim di putbase

d. Bagi masyarakat yang sedang menunggu hasil sidarkpna lain di
pengadilan tersebut, maka mereka harus menunggwk wmaktu yang
lebih lama, karena hakim dan jaksa masih haruskuledm pemeriksaan
di persidangan untuk perkara yang sebenarnya teladériksa dan terbukti
namun dengan pasal di luar dakwaan pada pemeriksala@lumnya.
Padahal mereka sebenarnya menggantungkan nasiadggpra penegak
hukum tersbut terkait kepastian nasibnya, namunngakepastian itu
harus terlulur karena hal yang seharusnya tidakshizrjadi;

e. Bagi negara, maka akan membuat pengeluaran baiya Igbih besar,
karena dilakukannya proses pemeriksaan ulang atakana yang
sebenarnya telah diperiksa sebelumnya.

Jelaslah jika kemudian hakim hanya berkiblat padaaP182 ayat (4)
KUHAP saja maka akan muncul banyak kerugian yarsg akalami oleh banyak
pihak, namun akan lebih baik ketika hakim mampu medkan keselarasan

tujuan hukum vyakni keadilan, kepastian, dan ken@afa yakni melalui
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penerapan asas hukum acara pidana khususnya aséssszlerhana, dan biaya
ringan, maka tetunya peradilan akan mampu mendadaterjadinya kerugian

seperti tersebut di atas.
3.1.3 Yurisprudensi sebagai Dasar Penjatuhan Putusan oleHakim

Hakim atau badan-badan peradilan di dalam sistekarhudi Indonesia
mempunyai peran penting dalam pembentukan hukunpelagembangan hukum.
Hakim dapat disebut sebagai pembentuk hukum semw catasi legislator
Karena undang-undang sering tidak jelas, bersifatm dan abstrak, maka hakim
harus mencari hukumnya. Manurut Sunaryati Hartgemgadilan tidak hanya
mulut atau terompet undang-undang dan peraturattpan pemerintah belaka,
tetapi pengadilan ikut membentuk hukum baru, splalidibatasi oleh cara-cara
penafsiran yang digunakan olehnyaDengan demikian, dikatakan semu atau
quasi karena pembentukan hukum oleh hakim tidak sebagemproses

pembentukan formal (hukum positif) sebagaimanadian olehegislatur.®®

Hakim berfungsi sebagai legislator semu, bukan slagr yang
sesungguhnya. Karena produk hakim hanya mengikat p#ak yang secara
eksplisit disebutkan dalam putusan tersebut daak trdengikat umum. Namun,
jika putusan tersebut menjadi acuan atau diikughdhakim-hakim lain secara
konstan dan sudah menjadi suatu keyakinan hukunmymaka terbentuk suatu

jurisprudentie®

Saat ini bagi para hakim terutama para hakim di dawputusan
Mahkamah Agung dapat menjadi pedoman dalam menaeden mengadili
perkara yang sama diajukan kepadanya dengan pey&atatelah diputus oleh

Mahkamah Agung. Sehingga sudah mulai banyak putysarg mengikuti

% C.F.G. Sunaryati Harton®eranan Pengadilan dalam Rangka Pembinaan dan Pearban
Hukum NasionalBinacipta, Bandung, 1975, him. 9 Sebagaimanatigildalam Pontang Moerad,
Pembentukan Hukum.,.Op.cit him. 83

% Ipid., him. 83

61 B. Arief Sidharta,Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukurndnesia, Jurnal
Hukum, Pusat Penelitian dan Perkembangan LembagarlWNPAD, Nomor Perdana 1-1999,
Bandung, him. 85
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putusan yang telah dibuat oeh hakim terdahulu, amgmn adalah Putusan
Mahkamah Agung. Menurut Utrecht ada 3 (tiga) sedmdrang hakim mengikuti

putusan hakim yang lafff:
1. Sebab psikologis

Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain yanguke#annya lebih
tinggi (Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung) kardnakim yang
putusannya dituruti tersebut adalah pengawas p@elerya. Putusan
hakim mempunyai kekuasaagegag, terutam apabila putusan itu dibuat
oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karkakim tinggi
maupun hakim agung dipandang telah banyak pengalama

2. Sebab praktis

Seorang hakim mengikuti putusan hakim yang kedualwa lebih tinggi
yang sudah ada. Apabila hakim tersebut memberikatuspn yang
berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggiansaklah barang tentu
pihak yang dikalahkan (merasa tidak adil) akan mé&mnpemeriksaan
pada tingkat yang lebih tinggi (banding atau kgsgaitu kepada hakim
yang pernah memberikan putusan dalam perkara yantp sdengan

putusan sebelumnya;
3. Sebab dirasakan sudah adil

Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain kararesdkan sudah adil,
sudah tepat, sudah patut, sehingga tidak ada alastrk keberatan
mengikuti putusan hakim yang terdahulu.

Jika dikaitkan dengan sumber hukum, maka yurisprsidenerupakan
bagian dari sumber hukum formil di Indonesia. Jadeskipun Indonesia

merupakan bagian dari negara dengaii law systembukan merupakan suatu

62 Utrecht, Hukum Pidana ,| PT. Penerbit Universitas, Bandung, tanpa tahim, B60-61 105
Sebagaimana dikutip dalam Pontang Moe€al.cit, him. 332-333
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halangan ketika ada hakim yang menggunakan yudspsi sebagai landasan
dalam membuat putusan, meskipun hakim di Indortefaé terikat pada putusan
hakim lain mengenai perkara yang sejenis yang pedipautuskan. Hal ini karena
hukum pidana Indonesia tidak menganut sisfecedent yakni suatu sistem
yang menganggap para hakim bawahan terikat kepatilsgn-putusan hakim
terdahulu atau kepada putusan hakim yang lebilgitigdglam perkara yang sama,
sebagaimana halnya menurut sistem hulAnglo-Saxor?® Sebab akan menjadi
dilematis ketika tiap kali ada putusan yang bedaimengenai perkara sejenis,
maka tidak ada kepastian hukum. Tetapi sebalikkgu hakim terikat mutlak
pada putusan mengenai perkara yang sejenis yangtpdiputuskan maka hakim
tidak bebas untuk mengikuti perkembangan masyarakatalui putusan-

putusanny&?

Jadi menurut penulis, Indonesia tidak sama denggaens hukumAnglo-
Saxon dimana hakim terikat kepada keputusan-keputuakimhyang lebih tinggi
dan keputusan terdahulu dari lembaganya sendtard decisis yang
menghasilkarthe binding force of precedentang tidak dijumpai dalam sistem
hukum Indonesia. Namun Indonesia mempunyai yurdgmsi yang
pemanfaatannya bersifaérsuasive precedentang berarti tidak mengikat secara

mutlak.
3.2 PutusanUltra Petita Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

PutusanUltra Petita dalam ranah hukum pidana memang memberikan
angin segar dalam pembaharuan hukum pidana Indond&ingkin dahulu
putusan sejenis ini hanya ada di cita-cita dalagaarangan para yuris sajag
constituendumn Namun saat ini melihat fenomena yang terus laruan benar-
benar terjadi dalam proses persidangan, maka Kamcita tersebut telah dapat
diwujudkan dalam wujud yang benar-benar konkritnydkerupa putusan hakim

(ius constitutum

®%bid., him. 332
% Sudikno Mertokusumo dan A. Pitl8ab-Bab Tentang Penemuan HukuBitra Aditya Bakti,
Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2003, him. 39
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Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakanlifhaj putusan
Mahkamah Agung yang akan digunakan untuk mengangligusarultra petita
dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selargudiayi kelima putusan hakim

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 atasanBimbul Osmar
Simarmata oleh jaksa penuntut umum didakwa dengamggunakan
dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pengadilegeri memvonis
terpidana menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP,ngkda Pengadilan
Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Padgkat kasasi
Mahkamah Agung memvonis dengan menggunakan PaS& 3HP;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 atasanahmad Witoro
oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan menggund&ianaan subsider
yakni: PRIMAIR Pasal 359 KUHP; SUBSIDAIR Pasal 38t (1) KUHP.
Pengadilan Negeri memvonis bebas yang kemudian atkén oleh
Pengadilan Tinggi.Kemudian pada tingkat kasasi, Rdatah Agung
memutus dengan menggunakan Pasal 360 ayat (2) KUHP;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pid.Sus/2014s atama
Mohammad Syaiful Mujahid bin Hisbullah dan Edy Raesan bin Soetoyo
oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan menggund&kwaan tunggal
Pasal 112 ayat (1)o. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri dalanugartnya memberikan
vonis kepada terpidana dengan menggunakan Pasabyi#7(1) huruf a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narko#leanmudian pada
tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi daahikdmah Agung
menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut;

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/20B3 atama Nur
Sinta Rini binti Cukup oleh jaksa penuntut umum aftida dengan
menggunakan dakwaan alternatif yakni: KESATU Pdsal ayat (1)Jo.
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahu® B&itang Narkotika
; ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilagex Hakim dalam
putusannya memberikan vonis kepada terpidana demgaggunakan Pasal
127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tah@d@92tentang
Narkotika. Kemudian pada tingkat banding dan kassmgadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung menguatkan putusan dari PengadigeNtersebut;

. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/PID.SUS/2012 atasna
Afriansyah alias Afri bin Hatman oleh jaksa pemuntmum didakwa dengan
menggunakan dakwaan alternatif yakni: KESATU Pdsial ayat (1)Jo.
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahuf gfitang Narkotika;
ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilaagddi dalam
putusannya memberikan vonis kepada terpidana demgaiggunakan pasal
112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009atentNarkotika.
Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggiarda putusannya
menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pada tingaaasi kemudian
Mahkamah Agung memvonis terpidana menggunakan Pa&salayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentaargxdika.

3.2.1 Catatan Terhadap PutusanUltra PetitaDi Indonesia

PutusarlJltra Petita pertama kali di Indonesia sebenarnya adalah Putusa

Nomor 818 K/Pid/1984, dalam kasus pencemaran naika Dalam putusan ini

secara tidak langsung Mahkamah Agung telah melahiduatu fenomena baru

dalam membuat putusan. Padahal dahuluditea Petita tidak dikenal dalam

peradilan pidana di Indonesia.

KUHAP merupakan pedoman utama dalam proses berdcareradilan

pidana. Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP telah jdllkatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pé&ssan di
sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbyatag tidak
didakwakan kepadanya tiak terbukti secara sah dapakmkan,
maka terdakwa diputus bebas”
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Maka pada putusan-putusan sebelumnya yang tegathtaterdakwa dibebaskan
jilka pasal yang didakwakan tidak terbukti dalam eegksaan di sidang
pengadilan, meskipun pada faktanya terdakwa terligktgan pasal pidana lain
yang tidak didakwakan. Hal ini tidak lain karenéb&edaan asas legalitas yang
berpengaruh kuat dalam sistem peradilan pidanadtinesia. Menurut Dupont:
“Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundaetee beginselen van het
strafrecht’ (Asas legalitas adalah suatu asas yang palingrngedalam hukum
pidana)®® Keberadaan asas legalitas ini lebih menekankaradeeptujuan
kepastian hukum dan mengkebiri keberadaan tujudurhuyang lain yakni

keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksamakdan
ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwva kon#tan tidak boleh ada
penyimpangan Hiat Justitia Et Pereat MunddsHukum harus ditegakkan
meskipun langit runtuh). Kepastian hukum memberilemlindungan kepada
terdakwa dari tindakan sewenang-wenang pihak lamtal ini berkaitan dalam

usaha ketertiban dalam masyardRat.

Menurut penulis hal ini tidaklah tepat, karena phdkikatnya Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai badan tertingglaksana kekuasaan
kehakiman, telah menentukan dalam pedoman perilakim Code of Condugt
bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan seggdak ayang bersifat

yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek vyuridis merupakan aspek yang pertama dan auta@ngan
berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hadelmagai aplikator
undang-undang, harus memahami undang-undang dengartari undang-
undang yang berkaitan dengan perkara yang dihaddgkim harus melihat
apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfgaaratau memberikan

kepastian hukum. Aspek filosofis merupakan aspekgyderintikan pada

% Komariah Emong Sapardjajajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum &ié Di
Indonesia Alumni, Bandung 2013, him. 6
% Sudikno Mertokusumo dan A. Pitl®p.cit, him. 2
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kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosialegipertimbangkan tata nilai
budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosadi@n sosiologis
penerapannya sangat memerlukan pengalaman dantgiemge yang luas serta
kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalamasyarakat yang
terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit setab mengikuti asas legalitas
dan tidak terikat pada sistéth.Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain

sebenarnya untuk mewujudkan tujuan hukum yang utekiai keadilan.

Keadaan berubah ketika Mahkamah Agung dalam Putbssnor 818
K/Pid/1984 telah memperbaiki putusan PengadilaneNdgedan dan Pengadilan
Tinggi Medan yang menyatakan terdakwa bersalahngghx Pasal 310 ayat (1)
KUHAP sesuai dengan isi dakwaan dan kemudian ménggrdakwa melanggar
Pasal 315 KUHP. Dalam pertimbangannya Mahkamah éguenilai putusan
Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Mddmang tepat mengenai
rumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kwaffildari perbuatan yang
terbukti dipersalahkan pada terdakwa. Sehingga meMahkamah Agung, pada
judex factiyang terbukti dilakukan oleh terdakwa bukanlahanggjar Pasal 310
ayat (1) KUHP, melaikan melanggar Pasal 315 KUH#Peka terbukti terdakwa

tidak menuduh saksi melakukan sesuatu perbuatan.

Kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa walaugang
didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar PaSahyat (1) KUHP dan
perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa adalalanggar Pasal 315 KUHP,
mengingat bahwa tindak pidana menurut Pasal 315 KKUersebut adalah
merupakan tindak pidana yang sejenis tetapi lelbigan ancaman hukumannya
dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakapatl dipersalahkan dan
dihukum karena melanggar Pasal 315 KUHP. Sehinggagah demikian
kwalifikasi putusan Pengadilan Negeri Medan dangBditan Tinggi Medan

perlu diperbaiki menjadi “penghinaan ringan”.

7 Ahmad Rifai,Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukumgressif Sinar Grafika,
Jakarta, 2011, him. 126
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Meskipun pada tahun 1984 belum ada aturan yang ah@nigntang posisi
Mahmakah Agung yang dapat bergerser dari fungslrgaasebagajudex yuris
menjadi judex factj namun tampaknya hakim yang membuat putusan diatas
mampu merepon kebutuhan tindakan dan keputusakakeienghadapi kondisi
seperti di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwargakn dahulu sebenarnya
nilai-nilai progessifitas hakim telah ada pada gdaa khususnya peradilan
pidana di Indonesia. Pada tahun 1985 lahirlah Ugidémdang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebutMA) yang di dalamnya
mampu mengakomodir kebutuhan akan sikap respoakiw® Mahkamah Agung
dimungkinkan untuk melaksanakan 2 (dua) fungsi yaegoeda berdasarkan
Pasal 50 ayat (1) dan (2):

a. Judex juris yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap suakapeyang
dilakukan dari segi hukuth melalui berkas-berkas yang diajukan pada

hakim agung, seperti bunyi pada Pasal 50 ayat (IMA.:

“Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Aghagjasarkan surat-
surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agorepdengar
sendiri para pihak atau para saksi, atau memekataRengadilan Tingkat
Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang mesmsértkara tersebut
mendengar para pihak atau para saksi.”

b. Judex facti yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap suatkapee dari
segi hukum dan fakta/peristiVaseperti bunyi pada Pasal 50 ayat (2) UU
MA:

“Apabila Mahmakah Agung membatalkan putusan Peteyaddan

mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipak&uhupembuktian yang
berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.”

Putusan serupa pun kemudian mulai bermunculan tsefagam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1626 K/PID.SUS/2012 tentankgra kepemilikan
narkotika atas nama Afriansyah Alian Afri bin Hatmaaksa penuntut umum

% Judex(Latin):(in later and modern law), a judgakim, mengadili, penilai).Juris(Latin):of right

; of law. In Henry Campbell, Black’'s Law Dictionanyp grade six ed., West Publishing Company,
St.Paul : Minn., 1991, him.754 dan 765

% Judex(Latin):(in later and modern law),a judge{haknengadili,penilai).Facti(facto):in fact ;by
an act (fakta,peristiwa). lbid., him. 754 dan 532
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terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan diferrasal yang
didakwakan kesatu Pasal 114 ayat jd)Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedsalPEL2 ayat (1)o. Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atentNarkotika.
Pengadilan Negeri Sampit memberikan putusan pida@mpat) tahun penjara
dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus jutahupubsidair 1 (satu) bulan
penjara dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UBWNdahun 2009 tentang
Narkotika sesuai dakwaan. Sementara PengadilargiTimgusannya menguatkan
putusan dari Pengadilan Negeri Sampit. Namun MahkafAgung yang memilih
untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Tingdinkatan Tengah yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit danngaddi sendiri atau
menjadi Judex Facli dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak
mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang releseara yuridis yaitu
perbuatan terdakwa memakai Narkotika Golongan ulkurdiri sendiri
memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang+nddomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimdakullan dalam

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun9 2@dtang

Narkotika dan kendatipun Pasal 127 ayat (1) Undandang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan dazeman pidananya
lebih ringan dari pasal-pasal yang didakwakan nsssaai yurisprudensi
putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1§@ ™Nomor 1671 K/Pid

1996 terdakwa dapat dikenakan Pasal Pasal 127 Bykindang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa:

a. Terdakwa bersama Agus dan Dedy ditangkap petugaslalse
menggunakan/menghisap sabu-sabui;

b. Dalam penagkapan tersebut selain ditemukan sahudsaigan berat
kotor 0,20 gram, yang ditemukan 1 paket alat hssdqu-sabu;
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c. Di persidangan diajukan barang bukti urine atasanderdakwa yang
mengandung Narkotika dengan bahan aktif metamfesman sabu-
sabu dengan berat kotor 0,20 gram serta 1 pakdtiaégp sabu-sabu;

d. Dari barang bukti yang diajukan di persidangan bimgkan dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 nolaat
disimpulkan bahwa sabu-sabu dan berat kotor 0,20 giang dimiliki
Terdakwa vyang dibeli secara patungan tersebut tidkpat
dikualifikasikan bahwa terdakwa memiliki, menyimpamenguasai
Narkotika Golongan | untuk tujuan di luar pemakasaperti dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35ui&009
tentang Narkotika dengan kata lain sabu-sabu yamympian
Terdakwa tidak untuk digunakan bagi dirinya sen(lasal 127 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nk

e. Bahwa Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang N@&ofahun
2009 tentang Narkotika tidak didakwakan terhadap @erdakwa
tetapi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa kida telah
melanggar Pasal 112 ayat () Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

f. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomors 67
K/Pid/1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671 K/Pid/1966
tanggal 18 Maret 1966. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892
K/Pid/2011 yang pada pokonya apabila delik yandouieti di
persidangan adalah delik yang lebih ringan sifatdge delik yang
didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaulik yang lebih
ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersaahlatas delik
tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delids kgdih ringan.

Berdasarkan kedua putusan di atas penulis melilgiicah tuntutan agar
putusan Mahkamah Agung lebih berkualitas, relevamgdn adanya kemungkinan
dua fungsi Mahkamah Agung dalam beracara. Kemuagkiersebut memberi
peluang kepada hakim agung (jika dipandang penhijikumenggali informasi
secara langsung kepada pihak-pihak yang bersengkatgun kepada pencari
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keadilan lainnya. Peluang inilah yang diharapkarmma memberi ruang bagi
hakim agung untuk menghasilkan putusan yang bet&sdkesuai aturan hukum
dan prinsip-prinsip keadilan).

Gambaran realitas yang terjadi tersebut memberg@iouah keyakinan
bahwa saat ini telah terjadi sebuah terobosan hu#talam merespon kondisi
yang terjadi dalam peradilan pidana di Indonesimmdna tahun 1984 menjadi
tonggak pemikiran progressif dalam penegakan huldinperadilan pidana
Indonesia, dimana di dalamnya telah mampu merartgjaiaspek yang harus ada
dalam pertimbangan hakim dalam membuat putusan gskek yuridis, filosofis,
dan wyuridis sehingga keadilan yang ingin dicapaiwugudkan dan
dipertanggungjawabkan tidak hanya melingkupi keadihukum legal justice
saja tetapi lebih kepada keadilan morab(al justic@ dan keadilan masyarakat
(social justice.

3.2.2 Bentuk Putusan Ultra Petita dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indones

3.2.2.1 Putusan Hakim Menggunakan Pasal Di Luar Dakaan Jaksa

Penuntut Umum

Perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, idang(pemidanaan)
merupakan bagian intergral yang saling berhubursgéim dengan yang lainnya.
Begitu halnya dengan 5 (lima) putusan yang digunakkeh penulis untuk
menganalisis keberadaadltra Petita dalam penegakan hukum pidana di
Indonesia, namun dalam hal ini penulis berfokusappdrbuatan pidana dan
pertanggung jawaban pidananya. Berikut penulis akaenjabarkan dan

menganalisisnya kemudian menarik benang merahnya:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984, daldekwaan
penuntut umum, terdakwa di dakwa melakukan penghisgsuai Pasal 310 ayat
(1) KUHP : “ Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nbak
seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudmgag supaya hal itu
diketahui umum, diancam, karena pencemaran,... Untuk dapat menentukan

apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung kawadtau tidak, maka harus
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dilihat sikap batin dari terdakwa atau adakah ut®salahan dari diri terdakwa
atau tidak. Fakta di persidangan kemudian terundgbalpwa memang unsur
kesalahan ada pada terdakwa, namun perbuatanrafa miéncocoki rumusan
Pasal 310 ayat (1) yang di dakwakan kepadanyainHdapat dilihat pada fakta
bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tititakukan langsung kepada
korban. Jika ada niat akan tersiarnya tuduhan utlals tentu terdakwa harus
mengucapkannya dimuka orang banyak. Berdasarkata fging terungkap
tersebut kemudian Mahkamah Agung berpendapat, genbyang menuryiidex
facti dilakukan oleh terdakwa bukanlah melanggar Pagél &at (1) KUHP,
melainkan melanggar Pasal 315 KUHPTi&p-tiap penghinaan dengan sengaja
yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaranulisyt yang dilakukan
terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan athsan, maupun di muka
orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atimgan surat yang dikirimkan

atau diterimakan kepadanya.”..

Hal tersebut juga seragam dengan apa yang terjadgath Putusan
Putusan Mahkamah Agung No.675 K/PID/1987. Dalamugarn tersebut
terdakwa di dakwa menggunakan dakwaan berbentudidaily Primair Pasal 359
KUHP : “ Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan mationgng
lain,........ “; Subsidair Pasal 360 ayat (1) :Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,".. Namun kemudian

ternyata fakta di persidangan berkata lain:

a. Bahwa menurut keterangan dokter Edi Anggoro ahliabe korban
menderita penyakit diabetes yang kadar gulanyaasamggi disamping
itu juga ada penyakit jantung koronair, seandaipgraderita tidak pulang
paksa kemungkinan dapat disembuhkan;

b. Bahwa luka-luka yang diderita korban bukan merupakaka berat,
melainkan hanya luka ringan saja dan luka tersetidék akan
mengakibatkan kematian;

c. Bahwa kematian korban bukan sebagai akibat langsiamgterjadinya

kecelakaan;
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Meskipun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggighakum bebas terdakwa,
namun kemudian Mahkamah Agung berdasar atas agpnyata terbukti maka
menghukum terdakwa dengan menggunakan Pasal 3G0(3y&UHAP : *

Barangsiapa karena kelapaannya menyebabkan orainglu&a-luka sedemikian
rupa sehingga timbul penyakit atau halangan memjkta pekerjaan jabatan

atau pencarian selama waktu tertentu;...

Selanjutnya dalam Mahkamah Agung Nomor 2497 K/RisiZ)11 juga
terjadi hal serupa, dakwaan yang dibuat oleh penwmum untuk terdakwa yang
menggunakan Pasal 112 ayat (1)Sétiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menkadialarkotika Golongan
| bukan tanaman,....:. Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3tuia
2009 tentang Narkotika : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika aghimana dimaksud dalam
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Padal, Pasal 116, Pasal 117,
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pagal, Pasal 123, Pasal 124,
Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunyaddipa dengan pidana penjara
yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana glichalalam Pasal-Pasal
tersebut , ternyata kembali tidak dapat dibuktikan kebemamya di depan
persidangan. Hal ini diketahui berdasarkan faktegytarungkap di persidangan :

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 201fagakn 07.00 WIB,
terdakwa | Mohammad Syaiful Mujahid bin Hisbullahemelpon saksi
Singgih Dwi Atmojo (terdakwa dalam perkara lainfukhdatang ke Hotel
Pacific kamar 203. Terdakwa | Mohammad Syaiful Migabin Hisbullah
kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,0i(ae ratus ribu
rupiah) kepada saksi Singgih Dwi Atmojo untuk mengabu-sabu;

b. Bahwa saksi Singgih Dwi Atmojo kemudian menelpon 8drhan (DPO)
untuk membeli sabu-sabu. Sementara terdakwa | MotemSyaiful
Mujahid bin Hisbullah dan terdakwa Il Edy Roestamain Soetoyo
menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang dibuat seddiri botol you C
1000;
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c. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Burhan (DPO) dgtke kamar 203
dan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi SinggitADwvajo;

d. Bahwa saksi Singgih Dwi Atmojo, Sdr. Burhan (DP@®3n terdakwa Il
Edy Roestaman bin Soetoyo kemudian menghisap sdiwu-secara
bergantian, tidak lama kemudian datang terdakwaoh&mhmad Syaiful
Mujahid bin Hisbullah dan ikut pesta sabu-sabui;

e. Bahwa setelah selesai pesta sabu-sabu, saksi SiDggiAtmojo dan Sdr.
Burhan (DPO) meninggalkan kamar 203 Hotel PactferJang sisa sabu-
sabu dibawa terdakwa | Mohammad Syaiful Mujahid biisbullah ke
kamar 205 dan menghisap sabu-sabu sendirian;

f. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisniKalistik No.
LAB. 7042/KNF/2010 tanggal 21 Desember 2010 disilkgnu bahwa
barang bukti dengan nomor 6332/2010/KNF berupa aehlpipet kaca
yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengerat 0,008 gram
adalah benar narkotika golongan 1 nomor urut 61 diean Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menidarkotika.

Hal inilah yang kemudian membuat majelis hakim dingadilan Negeri
menghukum terdakwa menggunakan Pasal 127 ayatuflf b : “ Narkotika
Golongan | bagi diri sendiri dipidana dengan pidapenjara paling lama 4
(empat) tahurt. Putusan tersebut kemudian juga dikuatkan pawgkdt banding

dan kasasi oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah égun

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/2012)a ju
mengisyaratkan hal yang sama dengan ketiga pusedaglumnya. Pada perkara
ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa meng@malakwaan alternatif
yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,narima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahKdarkotika Golongan
loonn.. “ Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3Buma2009 tentang
Narkotika : “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukatak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diswak dalam Pasal 111,
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Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pad#8l, Pasal 117, Pasal 118,
Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pag8| Pasal 124, Pasal 125,
Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dergidana penjara yang sama
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dateal-Pasal tersebut,
Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Seétiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menkadialarkotika Golongan

| bukan tanaman,....". Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor Jtuma
2009 tentang Narkotika : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika aghdimana dimaksud dalam
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Padal, Pasal 116, Pasal 117,
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pagal, Pasal 123, Pasal 124,
Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunyaddipa dengan pidana penjara
yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana slichalalam Pasal-Pasal

tersebut’. Kemudian pada fakta di persidangan terungkap :

a. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Nur Sinta Rimi Eukup dan
Ambin Firdaus telah selesai menggunakan atau mesgkasi narkotika
jenis sabu-sabu;

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 201ltagegukul 13.30
WIB Ambin Firdaus menghubungi terdakwa Nur SintaiRiinti Cukup
dan mengajak terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukupuknrmenggunakan
dan menghisap narkotika jenis sabu-sabu. Selaguada kesepakatan
tentang tata cara pembelian narkotika jenis sabu-garsebut dengan
iuran, yaitu terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukugoesar Rp 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Ambin &irsl sebesar Rp
75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kefam oleh Ambin
Firdaus dibelikan narkotika jenis sabu-sabu kepad@DA Karjono
Anggota Sat Bromobda Taman Sidoarjo di Asrama BoirdoJl. Gresik
Surabaya dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lihad pibu rupiah).
Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Ambin Firdawgahg ke tempat kost
terdakwa Nur Sinta Rini binti Cukup di JI. Wonoboyag. | No. 2


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

52

Surabaya dengan membawa semua perlengkapan sabudsab alat
hisapnya. Selanjutnya berdua menggunakan atau msapglsabu-sabu
secara bersama-sama di kamar kost terdakwa Nuw Bint binti Cukup;

c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratormiKalistik No. Lab.
8115/KNF/2011 yang ditanda tangani oleh Arif Andetgawan S.Si.,
Imam Mukti, S.Si., Apt., dan Luluk Muljani dengamdimpulan bahwa
barang bukti dengan nomor:

1. 7730/2011/KNF berupa kristal warna putih terselddlah benar
kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongaroior urut 61
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NomorTa&un
2009 tentang Narkotika;

2. 7731/2011/KNF berupa pipet kaca tersebut adalamarbe
didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalaoioggan |
nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik [retoa
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 7732/2011/KNF berupa urine an. Ambin Firdaus tarsetulalah
benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahdid a
Metamfetamina, terdaftar dalam golongan | nomort uél
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NomorTa&un
2009 tentang Narkotika;

4. 7733/2011KNF berupa urine an. Nur Sinta Rini bi@ukup
tersebut adalah benar didapatkan kandungan Naskaténgan
bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golonigaomor urut
61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nor3ér
Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Negeri kemudian memberikan hukuman peddakwa dalam
putusannya berdasar apa yang sebenarnya terjadii yegnggunakan Pasal 127
ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indones@mbr 35 Tahun 2009
tentang Narkotika : ‘Narkotika Golongan | bagi diri sendiri dipidana dgan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
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Putusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomo
1626/PID.SUS/2012. Pada putusan ini dakwaan yamgndkan oleh jaksa
penuntut umum adalah sama dengan putusan sebelwyakiyabentuk alternatif,
begitu pula pasal yang didakwakan juga sama yaksaki Pasal 114 ayat (1) Jo.
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonssiaor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; Atau Kedua Pasal 112 ayat (1Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentdarkotika. Namun
perbedaanya adalah ada di putusan Pengadilan Né&gargadilan Tinggi, dan
Mahkamah Agung. Sebelumnya patutlah diketahui meaigdakta yang
terungkap :

a. Terdakwa Afriansyah alias Afri bin Hatman bersam&ss Agus Sstiadi
Als Agus bin H. Sumardi dan saksi Dedy Supriyati® Bedy bin Ahmad
Jufri ditangkap petugas setelah menggunakan ataghisap sabu-sabu;

b. Dalam penangkapan tersebut selain ditemukan sdhu-dangan berat
kotor 0,20 gram juga ditemukan 1 paket alat hisdqussabu;

c. Di persidangan diajukan barang bukti urine atas anatardakwa
Afriansyah alias Afri bin Hatman yang mengandungkotka dengan
bahan aktif Metamfetamina dan sabu-sabu dengan keta 0,20 gram
serta 1 paket alat hisap sabu-sabu;

d. Dari barang bukti yang diajukan di persidangan biimgkan dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka dhpatpulkan
bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram yamgkd terdakwa
Afriansyah alias Afri bin Hatman yang dibeli secgratungan tersebut
tidak dapat dikualifikasikan bahwa terdakwa Afrigals alias Afri bin
Hatman memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkot&alongan |
untuk tujuan di luar pemakaian seperti yang dimdkdalam Pasal 112
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t8bun 2009
tentang Narkotika atau dengan kata lain sabu-sadg ydisimpan

terdakwa Afriansyah alias Afri bin Hatman digunakantuk dirinya
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sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-UndaerguRlik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri menghukum terdakialam putusannya
menggunakan dakwaan kesatu yakni Pasal 112 ayalo(1pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun92@htang Narkotika.

Hal ini juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Nammeskipun unsur kesalahan
terdakwa dapat dibuktikan, namun tidak tepat jikenggunakan pasal tersebut,
karena sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa Afyamnalias Afri bin Hatman

tersebut sesungguhnya sesuai fakta yang terungkagrsidangan, bahwa sabu-
sabu tersebut digunakan dan disimpan untuk dirggyadiri. Jadi sudahlah tepat
jika kemudian Mahkamah Agung menghukum terdakwaggenakan Pasal 127
ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indones@mihr 35 tahun 2009

tentang Narkotika.

Setelah melihat uraian dari putusan-putusan di, at@ka dapat terlihat
sebuah kesamaan yakni diputus menggunakan pasaltigak didakwakan oleh
jaksa penuntut umum. Jika dianalisis lebih lanjuaken sebenarnya dalam
ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP telah dinyatakan

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pé&ssan di

sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadaiaak

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tedakwaudi bebas”
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang dibenvemang oleh undang-
undang untuk mengadilf, jika terpaku pada ketentuan Pasal 191 ayat (1)
KUHAP, maka ia hanya akan menjadi corong undangrangdelakal(a bouche
de la loj). Sehingga ini merupakan bentuk pengejawantaharakitan positivisme
apabila hakim melakukan hal tersebut. Positivismmkum berpendapat bahwa
satu-satunya sumber hukum adalah undang-undangngieah peradilan berarti
semata-mata penerapan undang-undang pada perigiimg konkrit’™t Hakim

yang menganut positivisme hukum sejalan dengan ytemgpan kepastian

O pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acadarii (KUHAP)
" Sudikno Mertokusumo dan Pitl®p.cit, him. 42-43
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hukum, yang beranggapan bahwa apabila hakim ddremlewenang menafsirkan
undang-undang atau menemukan hukum , maka kepastigoum akan
terganggu? Hakim dalam memutus perkara dapat dianggap tidakup
memperhatikan tujuan penegakan hukum untuk mewajudkeadilan dan

kemanfaatan.

Padahal dalam mewujudkan dan memenuhi adanya essiildn dalam
masyarakat, pengadilan melalui hakim yang mengathin memutus suatu
perkara dituntut untuk lebih jeli terhadap semuan@asalahan yang timbul dalam
masyarakat. Akan tetapi untuk mewujudkan dan mefheasa keadilan tersebut,
hakim sering dihadapkan dengan berbagai problemg gdematis karena hukum
positif yang ada sekarang adakalanya belum mampuk umengimbangi dalam
upaya penyelesaian suatu perkara karena adanyagherterkembangan kondisi
yang cepat dalam penyelesaiannya.

Pada kenyataanya pembuat undang-undang hanya plaretperaturan
umum saja dan pertimbangan tentang hal-hal kon&rpaksa diserahkan kepada
hakim.® Ketentuan undang-undang yang berlaku umum daifdteabstrak, tidak
dapat diterapkan begitu saja secara langsung pextkiwa konkret, oleh karena
itu ketentuan undang-undang harus diberi arti,lajean atau ditafsirkan dan
disesuaikan dengan peristiwanya itu. Peristiwva hukga harus dicari lebih
dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undandamgnya ditafsirkan untuk
dapat diterapkafft Karena itulah kemudian hakim mengambil langkatypessif
dalam membuat sebuah putugdina petitadengan mendasarkan pada ketentuan
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun Ze@®ang Kekuasaan
Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mendikudan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyai‘a

Hakim progresif adalah hakim yang menganut padaaralihukum

progresif. Kata progresif berarti adalah kemajuladi di sini diharapkan hukum

2 Andi HamzahHukum Acara Pidana Indonesi&apta Artha Jaya, Jakarta, 1996, him. 114
73 Utrecht,Pengantar Hukum Indonesikchtiar, Jakarta, 1983, him. 216
" Ahmad Rifa’l,Op.cit, him. 4
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itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zamaammpu menjawab
perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, re@ampu melayani
masyarakat dengan menyandar pada aspek moralmasutiaber daya manusia

penegak hukum itu sendii.Sutekimenyebutkan bahwa:

“...teori hukum progresif merupakan bagian dari psasEarching for the
truth (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berh®&wlam teori
hukum progresif, manusia berada di atas hukum. kukanya menjadi
sarana menjamin dan menjaga berbagai kebutuhansmaiukum tidak
dipandang sebagai dokumen yang absolut dan adeasgcaom. Hukum
progresif yang bertumpu pada manusia, membawa koessi
pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam kontekaggakan hukum selain
dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukumengatasi
ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membeadbbsan-
terobosan hukum bila perlu melakukaite breaking "®

Progressifitas hakim ini juga didukung oleh kebaedPasal 182 ayat (4)
KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam membuatiusymtusan
didasarkan atas 2 hal yaitu surat dakwaan danaegaliatu yang terbukti dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi hakim tioaleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kuradgayalat bukti yang sah. la
sudah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak gidetah terjadi dan

terdakwalah yang bersalah melakukanfya.

Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang diaheh Indonesia.
Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undadgng secara negatif, di
dalamnya disyaratkan adanya keyakinan hakim untwnemtukan apakah
terdakwa bersalah ataukah tidak. Dalam sistem pktiapuini alat-alat bukti
diatur secara tegas oleh undang-undang, demikiga glengan mekanisme
pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat buktaltemendukung benarnya
dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka hardshbul keyakinan
pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat btgt8ebut. Jika alat-alat bukti

telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersaatum belum timbul

'S Satjipto RaharjoMembedah Hukum ProgresiKompas, Jakarta, 2003, him. 228

® Awaludin Marwan et alEvolusi Pemikiran HukurBaru, Genta Press, Yogyakarta, 2009, him.
19

" Pontang Moerad)p.cit him. 24
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keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapgatuhkan. Hal ini

menunjukkan adanya kemandirian, atau kebebasamhal@njatuhkan putusan.
la bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam ydirinerdasarkan alat-alat
bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kgkanitu, tidak boleh ada hal

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkémspn.

Jadi menurut penulis, tindakan hakim dalam membuatisan yang
menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh pahuntum merupakan salah
satu bentuk dari putusautra petita dalam ranah pidana yang keberadaannya

tidak dilarang berdasarkan analisis yang telahndikeakan di atas.

3.2.2.2 PutusarnUltra Petita Menggunakan Delik Sejenis Yang Lebih Ringan

Sifat Ancaman Pidananya

Selanjutnya dapat dilihat pula bentuk lain dariusanultra petita yakni
hakim dalam putusannya menggunakan pasal yang reagihjenis dan memuat
sanksi pidana yang lebih ringan, meskipun tetapasditakukan di luar dari
dakwaan jaksa penuntut umum. Berikut adalah bebeRytusan Mahkamah
Agung yang menggambarkannya:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984, dengaino
decidendi

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat penbughtng

menurutjudex factiterbukti dilakukan oleh terdakwa, bukanlah melargg

Pasal 310 ayat (1) KUHP, melainkan melanggar PasalKUHP, oleh

karena terdakwa tidak ada menuduh saksi melakwgsaratu perbuatan;

Menimbang, bahwa walaupun yang didakwakan kepadake/a adalah

melanggar Pasal 310 KUHP dan perbuatan yang terlalilakukan

terdakwa adalah melanggar Pasal 315 KUHP, mengibagfatva tindak
pidana menurut Pasal 315 KUHP tersebut adatenupakan tindak
pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancaman huknannya dari
tindak pidana melanggar Pasal 310 KUHP, maka terdakiapat
dipersalahkan dan dihukum karena melanggar PasakBHP, sehingga
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dengan demikian kwalifikasi putusan Pengadilan @indgan Pengadilan
Negeri perlu diperbaiki menjadi “penghinaan ringan”

. Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987, dengaiio
decidendi

Menimbang, bahwa dalam hal jnidex factitidak memandang unsur luka
berat sebagai satu jenis dari luka-luka pada umagmnny

Menimbang, bahwa jika yang terbukti adaldélik sejenis yang lebih
ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat
sifatnya, maka walupun delik sejenis yang lebihgaim tersebut tidak
didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan dan dpidatas dasar
melakukan delik yang lebih ringan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya dapat dipbksal melakukan
delik Pasal 360 ayat (2) KUHP, meskipun delik teuddidak didakwakan.

. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUS/20&2gdnratio
decidendi

Menimbang, bahwgudex factitidak salah menerapkan hukum, karena
telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan segarais dengan
benar, yaitu perbuatan terdakwa memenuhi unsurruRsisal 127 a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kendatipun pass¢ébut tidak
didakwakan tetapi sesuai yurisprudensi Nomor 67/8id1987jo0 Nomor
1671/K/Pid/19960 Nomor 1842 K/Pid/2011, apabila delik yang terbukti
dipersidangan adaladtelik sejenis yang lebih ringan sifatnyadari delik
yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, makaawain delik yang
lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwaptealipersalahkan atas
delik tersebut dan dipidana atas dasar melakuki#ny@eng lebih ringan.

. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626 K/PID.SUS/20&2gdnratio
decidendi

Menimbang, bahwagudex facti salah menerapkan hukum, karena tidak
mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang releseeara yuridis yaitu
perbuatan terdakwa memakai Narkotika Golongan ulurdiri sendiri

memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang+nddomor 35
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Tahun 2009. Terdakwa terbukti melakukan perbuatabagaimana

dilakukan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undangidio35 Tahun

2009 dan kendatipufasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tidak didakwakan dan ancaman pidananyaebih ringan

dari pasal-pasal yang didakwakan maka sesuai yudspsi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/194@ Nomor 1671 K/Pid/1996

terdakwa dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Untawaigtng Nomor 35

Tahun 20009.

Jika dianalisis lebih lanjut, sebenarnya hakim malposisi ini sedang
menggunakan sebuah penemuan hukum. Menurut Achriadda 2 (dua) teori
penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakinmdplaktik peradilan, yaitu
melalui metode interpretasi atau penafsiran danaloieimetode konstruksf
Interpretasi adalah upaya menafsirkan perkataanndang-undangan dengan
meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memangabal dari pembuat undang-
undang. Dalam hal ini hakim masih tetap berpegadapbunyi kata-kata dalam
perundang-undangan. Sedangkan konstruksi hukumatadalatu upaya untuk
menggunakan penalaran logis untuk mengembangkénlétfut suatu ketentuan
undang-undang dimana tidak berpegang lagi padaibpenaturannya, tetapi
dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai sistem’®

Hal yang menjadi fokus yang dilakukan hakim di sadalah tentang
metode penemuan hukum menggunakan interpretasiafgem). Pandangan
penulis adalah bahwa hakim dalam memnukan hukunakulehn interpretasi
ekstensif (diperluas). Metode ini merupakan metgdmafsiran yang dapat
berakibat bahwa ketentuan dapat diberi arti dewiggra kerja yang lebih jauh dari

pada apabila ditafsirkan hanya secara gramatikal.

"®Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis daniSlogis), Chandra Pratama,
Jakarta, 1993, him. 167

" Achmad Ali, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penerklium oleh Hakim
Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujungdésg, 1988, him. 85-86 Sebagaimana
dikutip dalam Antonius Sudirmartiati Nurani Hakim danPutusannya, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2007, him. 67-69

8 Sudikno Mertokusumo dan Pitl®p.cit, him. 67
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Keberadaan interpretasi ekstensif dihubungkan dergtuk putusan
ultra petita di atas, menurut penulis hakim mencoba mempedpasyang ada
dalam dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa penwnmuim. Seperti dalam
putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1di8dbutkan bahwa
terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal\&itqHB tentang Penghinaan
yang dilakukan secara sengaja dengan maksud unél&kuakan pencemaran.
Kemudian pasal yang digunakan hakim dalam putusaadglah Pasal 315 yang
notabene berisi tentang penghinaan yang dilakuleangah sengaja yang tidak
bersifat pencemaran, atau biasa disebut denganhipaag ringan. Menurut
penulis, pola pikir hakim disini diarahkan bahwagalimaksud penghinaan tidak
saja yang bersifat berat atau dengan tujuan medakybencemaran, tetapi
penghinaan yang ringan pun juga merupakan bagiam tttadak pidana
penghinaan. Artinya sebenarnya secara eksplisg#ajgdenuntu umumpun telah
menegaskan dalam dakwaannya bahwa terdakwa tel@kukaen tindak pidana
penghinaan.

Begitu pula yang terdapat dalam Putusan Mahkamam@gdomor 675
K/Pid/1987. Terdakwa yang didakwa oleh jaksa pamunmum menggunakan
dakwaan primair Pasal 359 KUHP : tentang kealpaang ynenyebabkan matinya
orang lain; subsidair 360 ayat (1) KUHP tentanglp&an yang menyebabkan
orang lain mendapat luka berat. Kemudian pada pksaan di sidang pengadilan
dakwaan tersebut tidak terbukti, namun terdakwautdr melakakukan perbuatan
yang memenuhi unsur pada Pasal 360 ayat (2) KUMKRrtg kealpaan yang
menyebabkan orang lain luka-luka sehingga timbualpkit atau halangan dalam
waktu tertentu. Benang merah dari ketiga pasalebers adalah pada kata
“kealpaan”, sebenarnya sama seperti Putusan setwgdujaksa pada perkara ini
secara eksplisit juga telah menyatakan bahwa sgetnga terdakwa telah
melakukan tindak pidana karena kealpaannya.

Jika melihat analisis di atas tentunya bukan memgjaagtu larangan ketika
terdakwa diputus menggunakan pasal sejenis yanglikiesifat ancaman pidana
yang lebih ringan. Namun akan terjadi suatu perfahaa di kemudian hari jika
ternyata diketemukan fakta yang terbukti di pemsgdgam bahwa terdakwa
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memenuhi pasal sejenis yang memiliki ancaman piglang lebih berat dari pada
dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan ke rumah bersama bagi
para aparat penegak hukum, juris, beserta paraaksiduntuk kembali menelaah

dan menganalisisnya.

3.2.3 Dampak dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan sebekmgy dilakukan
dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadi@dagan berpegang pada
hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan chal@masyarakat. Dalam diri
hakim diemban amanah agar peraturan perundang-gadaakan menimbulkan
ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada Keadimoral justicg. Hukum
yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukumhjidnp dalam masyarakat
(the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencanndiari nilai-
nilai yang berlaku dalam masyaraksp¢ial justicg. Keadilan yang dimaksudkan
disini bukanlah keadilan prosedural (formil) akastapi keadilan substantif

(materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Ketika kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung tefemjadikan
putusan Mahkamah Agung sebelumnya sebagai bahamip@ngan (sebagai
yurisprudensi) maka akan telihat dampak yang akgadi kedepannya, seperti
pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/PID.SUZ/2Q...tetapi sesuai
yurisprudensi Nomor 675 K/Pid/1987...” dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1626/PID.SUS/2012 “...... sesugurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 675 K/Pid/1987...". Keputusan-keputusan hakim itu akan
mempunyai kekuatan berlaku pula untuk kejadianékaja yang sama di
kemudian hari karena menurut hasil penelitian BaBasat Penelitian Hukum
Nasional (BPHN) tahun 1995 ketika suatu putusaninmatelah memenuhi
beberapa kriteria maka dapat disebut sebagai yudspsi, berikut adalah
kriterianya :

8 Achmad Rifa’l,Op.cit, him. 127-128
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1. Putusan atas suatu peristiwva hukum yang belum jp&aggaturan
perundang-undangannya;
2. Putusan tersebut merupakan putusan yang telah koeiee hukum
tetap;
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutrkara yang sama;
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
Berdasarkan hal di atas maka diharapkan nantingesauo-putusan tersebut dapat
menghasilkan suatu hal yang bermanfaat untuk pgexbanukum ke depannya

yakni dapat membentuf:

a. Kesamaan hukum dan kesatuan hukurderdchtsgeleijkheid en
rechteenheill Dasar kesamaan (yang menjadi dasar btgsel hukum
masa kini secara keseluruhan) menuntut bahwa kejagiang sama
diputuskan dengan cara yang sama. Apabila setiagapdan masing-
masing dengan semau-maunya membuat sendiri hukidovinya, maka

kesamaan hukum dan kesatuan hukum akan hilang;

b. Kepastian hukum. Apabila para hakim memegang tggubsan-putusan
terdahulu (yang disebut yurisprudensi konstan), ankedputusan mereka
akan lebih diramalkan. Hal ini sudah sewajarnya up&kan suatu
kepentingam masyarakat yang besar. Para peseata thl lintas hukum
akan dapat lebih menyesuaikan tindakannya dendaijeksanaan hakim
dalam menyelesaikan bebagai persoalan. Dengan @emgutusan hakim
bekerja secara normatif, para hakim tidak hanya mtgskan perkara yang
satu ini, malinkan mereka turut juga membantu dale@mbentukan
hukum. Yurisprudensi (secara keseluruhan putusammhamerupakan
sumber aturan hukum. Bambang Purn&mmoengatakan bahwa hakim-

hakim di Belanda mengikuti putusan-putusan terdahulaste

8 N.E. Algra dan K. van DuyvendijkMula Hukum Terjemahan Dari Rechtanvaang, oleh
Simorangkir, Binacipta, Bandung, Cetakan ke-1, 198B1. 23 Sebagaimana dikutip dalam
Pontang Moerad)p.cit, him. 235

% Ibid., him. 236
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jurisprudentig, sehingga berjalan mendekati kearah seperti ngiste
precedenti dalam sistem Anglo-Saxon.

Hakim yang melakukan tindakan demikian dapat dkata telah
melakukan suatu tindakan yang progressif dengamakelari tawanan undang-
undang dengan melakukan tindakeontra legem Meskipun demikian realitas
yang terjadi, namun hakim dalam menjalankan kelzetrgs dalam melakukan
penafsiran dan terobosan hukum tidak berarti bedsdebas-bebasnya, tetapi
merupakan kebebasan yang terikgébonded-vrijheid Oleh karena itu, tugas
hakim dianggap sebagai upaya melakukachtvinding* yang artinya adalah
menyelarasakan undang-undang dengan tuntutan zdbaain.anggapan aliran
Rechtvinding dapat diketahui pentingnya putusan pengadilanakintuk
dipelajari di samping perundang-undangan. Halenati karena dalam putusan
pengadilan/hakim terdapat makna hukum yang konyaeg diperlukan dalam
hidup bermasyarakat yang tidak dijumpai dalam Kaigang terdapat pada

undang-undang.

8 Aliran Rechtvinding dapat dinggap sebagai aliranggh diantara alirahegismedan Freie
Rechtbewegunddalam pandangan aliran ini, benar bahwa hakitkaekepada undang-undang,
tetapi keterikatannya tersebut tidak seketat sepeehurut pandangan alirdregisme karena
hakim juga mempunyai kebebasan. Walaupun kebeblaakim tidak seperti anggapan aliran
Freie Rechtbewegungetapi dalam melaksanakan tugasnya hakim mempapgayang disebut
kebebasan yang terikajdbonded-vrijheigatau keterikatan yang bebasijtgebondenheid
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan

1. Hakim dalam sistem peradilan pidana diperbolehkambuat Putusan
Ultra Petita, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakingyda di
dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Repuabldnesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentésigiasaan
Kehakiman. Meskipun sesungguhnya jika dilihat daldwmtentuan
KUHAP secara legalitas hal ini melanggar ketentRasal 191 ayat (1)
KUHAP namun dilain pihak putusan ini juga menegakkesas cepat,
sederhana, dan biaya ringan. Selain itu yurisprsidguga dijadikan
sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menRutasanUltra
Petitag dengan berdasar bahwa yurisprudensi juga bagian sdmber
hukum di Indonesia atau jika diterjemahkan makeotedia menganut

asasThe Persuasive of Precedent

2. PutusanUltra Petita dalam sistem peradilan pidana Indonesia didapati
dalam bentuk putusan hakim yang menggunakan padahiddakwaan
jaksa penuntut umum, pasal yang digunakan masihesais dan memiliki
sanksi yang lebih ringan dari pada pasal yang edikn. Hal ini
didasarkan dari 5 (lima) putusan dari Mahkamah Agyang digunakan
penulis melalui metode pendekatan kasus yakni: santuMahkamah
Agung Nomor 1625 K/Pid.Sus/2012; Putusan Mahkamghng Nomor
1626/Pid.Sus/2012; Putusan Mahkamah Agung Nomor 7249
K/Pid.Sus/2011; Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 A/A987; dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984.

64
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4.2 Saran

1. Kejaksaan Republik Indonesia sudah saatnya mulaningkatkan
pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dari jpesa di Indonesia.
Kurangnya pengawasan dan evaluasi tersebut tekdrana masih saja
ditemukan jaksa yang tidak tepat dan cermat dalsrumuskan pasal
yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga apa yhaakwakan
tersebut tidak terbukti di dalam pemeriksaan diasgd pengadilan,
akhirnya terdakwa yang tebukti melanggar pasal, lain putuslah
menggunakan Putusattra Petita oleh hakim. Jadi sebenarnya hulu dari
munculnya Putusabltra Petitaitu adalah akibat dari ketidak tepatan dan

ketidakcermatan jaksa merumuskan pasal dalam dakwaa

2. Harus ada pengaturan secara normatif tentang ladmmaPutusatlitra
Petita yang boleh dilakukan oleh hakim. Hal ini mengingaberadaan
asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana dvriadia. Jadi menurut
penulis selama tidak dibuatkan pengaturan makanseitu pulaUltra
Petita menjadi hal yang tidak usai untuk diperdebatkaentli saja
nantinya diharapkan pengaturan tersebut memberikacian terkait
bentuk dan dalam hal apHtra Petitaitu dapat dilakukan.
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B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 18&itang
Hukum Acara Pidana atau yang disebut Kitab Undandddg Hukum
Acara Pidana (KUHAP);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkahgaimg;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejak$epublik
Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasahakiman;

5. Instruksi Mahkamah Agung No.KMA/015/INST/VI/1998;

6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: -PER
069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemggjaraan

Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;
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UNPAD, Nomor Perdana 1-1999, Bandung
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Dep. Kehakiman, Jakarta, 1997/1998
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Hukum Acara Pidana.

Walaupun yang dituduhkan adalah pasal 310 KUHP, terdak-
wa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar pasal
315 KUHP,

PUTUSAN
Regno: 818 K/Pid/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telal mengambil putus-
an sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 17 Mei
1979 No, 978;KS/1979/PN. Mdn. dalam putusan mana terdakwa;

Timbul Osmar Simarmata, tempat lahir di Samosir, umur 343
tahun, jenis Kelamin laki-laki, kebangsaun Indonesia tempit
tinggal di lafan Melur I No. 20 Perumnas Helvetia Medan,
agama Kristen. pekerjaan Wartawan Harian Analisa pemohon
kasasi berada diluar tahanan:

vang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut kareny
didakwa:

Bahwa ia tertuduh Timbul O Simarmata pada hari Sabtu tanggal
10 Desember 1978 sekira jam 13.00 Wib, setidak-tidaknya pada waktu
tertentu sekitar bulan Desember 1978 bertempat didepan Kios Wahab
Merk Horas di Lantai 1} Proyek Mercu Buana Pusat Pasar Medan, atau
pada salah satu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan
Negeri Medan, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang
dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud
yvang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dimana tertuduh mengeluar-
kan kata-kata yang antara lain berbunyi: Himpunan Pedagang Indonesia
(H.P.1.) Rayon | Pusat Pasar Medan dan pengurus-pengurusnya berbau
Komando Jihad, akibat mana Sutan Lukman Cs sebagai ketua dan pe-
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ngurus-pengurusnya merasa keberatan dimana kehormatan dan nama
baiknya rusak dan merasa terhina.
Melanggar pasal 310 KUHPidana;

Setelah membaca requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa yang
meminta agar tertuduh dipersalahkan telah melakukan “penistaan”
dan agar dijatuhi hukuman penjara selama | (satu) bulan dengan ke-
tentuan hukuman tersebi t tidak usah dijalani asal saja tertuduh tidak
mengulangi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat teng-
gang waktu selama 2 (dua) bulan, dan agar dihukum lagi membayar
ongkos perkara:

dengan memperhatikan pasal 310 (1) KUHP. terdakwa telah di-

nyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam pu-
tusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi se-
bagai berikut: '
Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tertera diatas yaitu: Tim-
bul Osmar Simarmata telah bersalah melakukan kejahatan “Sengaja
merusak kehormatan atau nama baik seseorang (menista)”,
Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar
Rp. 300.. dima ratus rupiah) subsidair (2 {dua’ hari kurungan. dan
menghukum pula tertuduh untuk membayar ongkos perkara kepadu
Nepara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah di-
perbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannva tangoal
31 Desember 1983 No. 206,Pid/1983/PT.Mdn. yang amar lengkapnyy
berbunyi sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntui
Umum; ‘
Memperbaiki ,.utusan Pengadilan Negeri Kils, 1.LA. Medan tangga) 17
Mei 1979 No. 978/KS/1979/PN.Mdn. vang dibanding. sepanjang me-
ngenai pidana denda, sehingga berbunyi;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
l(satu) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan
dijalankan, kecuali ada perintah lain dari Hakim, oleh karena dalam
masa percobaan 3 (tiga) bulan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang selebihnya;

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya-biaya perkara vang
timbul ditingkat banding ini sebesar Rp. 2000,— (dua ribu rupiah):
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Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 18 Ka-
sasi/1984/PN-Mdn. yang dibuat oleh Panitera Perkara pada Pengadilan
Negeri di Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 1984
pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Medan 5 April 1984 dari
pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima dikepanite-
raan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 9 April 1984

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah di-
beritahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 20 Maret 1984 dan
pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret
1984 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri di Medan pada tanggal 9 April 1984 dengan demikian permo-
honan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- -undang,
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pe-
mohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:
t. Pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang diambil oleh Pengadilan
Tinggi Medan. tidak lebih dahulu menilai keterangan saksi-saksi, tetapi
langsung menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan vang
didakwakan kepadanya, hal ini adalah bertentangan dengan hukum atau
salah menerapkan hukum.
2. Kesaksian Wahab alias Wong Peng Cun yang menyatakan "Lalu dia
bilang sama saya bahwa H.P.l. berbau Komando Jihad yang dipimpin
D.A. Johan (vide b.a. persidangan hal 4).
Kalau benar hal itu diucapkan — quod non — bukan berarti saksi-saksi
berbau Komando Jihad, melainkan H.P.1. yang dipimpin D.A. Johan lah
yang dituju kata-kata itu.
Justru karena itu saksi I tidak merasa tersinggung pada waktu itu, (vide
b.a.persidangan hal 5). Dan benar serta kenyataannya D.A. Johan pim-
pinan H.P.I. berbau Komando Jihad karena ia selaku pxmpman diperik-
sa sebagai saksi dalam kasus Komando Jihad.
Kalau Pengadilan menganggap hal tersebut menista saksi-saksi, maka
jelas tidak benar dun salah menafsirkan hukum.
3. Bahwa ucapan tersebut ditujukan kepada Wahab alias Wong Pen Cun,
karenanya yang berhak mengadu mestinya saksi Wahab ini, dan bukan
saksi Il Sutan Lukman, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi
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Medan seharusnya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan ter-
dakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (Pasal 319 KUHP).

4, Bahwa yang didakwakan Jaksa adalah peristiwa tanggal 16 Desember
1978 sesuai dengan pengaduan Sutan Lukman, jadi bukan peristiwa
yang disebutkan oleh saksi III Manyukar Pane yang terjadi tanggal 2
Desember 1978,

Peristiwa tanggal 16 Desember 1978 sebagai yang dilaporkan saksi 1
Wahab kepada saksi II Sutan Lukman harus dipisahkan dengan peris-
tiwa tanggal 2 Desember 1978, akan tetapi baik Pengadilan Tinggi Me-
dan maupun Pengadilan Negeri Medan telah salah karena menggabung:
kannya menjadi satu kesatuan, sehingga judex facti mengadili peristiwa
yanhg tidak didakwakan.

5. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan pembuktian, karena
kesaksian saksi 1 Wahab alias Wong Pen Cun bukan kesaksian karena ke-
terangannya berdiri sendiri dan hanya berjanji, tidak bersumpah demi-
kian pula kesaksian saksi Il Sutan Lukman tidak memberikan kete-
rangan apa yang ia dengar langsung, diketahui atau dirasakan dan hanya
berdasar laporan dari saksi I Wahab, juga kesaksian saksi [I1 Manyukkar
Pane, keterangannya mengenai hal yang tidak ada sangkut pautnya de--
ngan peristiwa yang didakwakan, karenanya putusan judex facti berten-
tangan dengan pasal 183 KUHP.

6. Kalaupun terdakwa/pemohon kasasi — quod non -- ada menyatakan
H.P.l. berbau Komando Jihad, belum dapat dikatakan dengan sengaja
merusak kehormatan atau nama baik seseorang, karena kalau sengaja
itu ada, terdakwa dapat berbuat lebih dari itu, misalrya dengan menya-
takan kepada orang lain atan memuatnya dalam surat kabar.

Merusak kehormatan atau nama baik seseorang, harus menuduh se-
seorang itu melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Me-
nuduh suatu organisasi atau badan tidak dapat dihukum karena tidak
ada menuduh seseorang tertentu. Dalam hal ini tidak ada seseorang
tertentu yang dituduh melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Dia
harus dituduh melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu perbuatan
yang dapat dihukum dan atau tercela. Apakah seseorang itu kaluu di-
bilang berbau kambing sudah sama artinya dengan kambing atau
apakah sama artinya berbau kambing dengan berbuat seperti kambing,
hal itu tidak benar orang berkata berbau kambing™ maksudnya atau
artinya "ada semacam bau kambing”. Jadi bukan merupakan suatu
tuduhan melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau tercela.
Dengan maksud dan tersiarnya tuduhan itu berarti supaya diketahui
oleh orang banyak. Dalam hal ini kalaupun benar terdakwa ada menga-
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takan HP.I. berbau Komando Jihad — quod non —, kata'itu ditujukan
secara langsung kepada saksi I yang dalam hal ini adajah orang yang ber-
sangkutan, bukan kepada orang lain. Kalau ada niat akan tersiamya
tuduhan itu sudah tentu terdakwa harus mengucapkannya dimuka
orang banyak. Berdasarkan uraian-uraian diatas, unsur-unsur perbuatan
yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terpenuhi sama sekali, oleh
karena mana ternyata Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi
telah salah menafsirkan hukum atau pemakaian hukum.

7. Keterangan saksi berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa ucapan
terdakwa adalah "H.P.I. berbau Komando Jihad" ada yang mengatakan
"Pengurus H.P.I. berbau Komando Jihad” ada vang mengatakan "H.P.I,
dan pengurus pengurusnya berbau Komando Jihad”. Hal ini tidak
perneh dipertegas mana yang betul diantara ucapan dan istilah tersebut.
Dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa tentu ada saksi yang bohong.
8. Bahwa dilihat darj pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri
Medan yang satu sama lain ada kontradiksinya, misalnya dalam per-
timbangan yang pertama dikatakan, bahwa kata-kata penghinaan itu
ditujukan kepada pribadi-pribadi saksi, tetapi dalam pertimbangan lain
dikatakan bahwa kata kata itu ditujukan kepada H.P.I. suatu organisasi
atau badan. Ditambah lagi pertimbargan Pengadilan Negeri Medan
yang menyatakan, bahwa terdakwa bertugas sebagai wartawan di Pos
Kepolisian, maka tidak boleh mengambil/memuat berita dari daerah
tempat lain, hal mana Pengadilan Negeri Medan dalam pertim bangannya
sudah ngawur, karena seseorang wartawan dari salah satu penerbitan/
harian saja membuat/mengambil/memuat sesuatu berita dari mana saja,
asal berita itu dapat dipertanggung jawabkan artinya berita ity me-
ngandung unsur 5 W + | H, sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang Pokok Pers.

Jelaslah, dengan uraian-uraian atau pertimbangan-pertimbangan Pe-
ngadilan Negeri Medan diatas, telah mengambil putusannya dengan
salah dan emosional hal mana tidak dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwsa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:
mengenei keberatan ad 1.

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
Pengadilan Tinggl di Medan tidak salah menerapkan hukum sebab Pe-
ngadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri mempersalahkan terdakwa atas
dasar keterangan saksi saksi
menenai keberatan-keberatan ad 2, ad 4, ad 6 dan ad 7:
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bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh
karena keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pem-
buktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-
'keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksa-
an pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau pe-
raturan hukum tidak ' diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah
cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagai-
man yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Undang undang No. 8 tahun 1981)
mengenai keberatan-keberatan ad 3 dan ad 5:

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan oleh
karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, iagi
pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian
sebagaimana dipertimbangkan diatas, keberatan-keberatan serupa itu
tak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi
mengenai keberatan ad 8.

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pe-
ngadilan Tinggi di Medan tidak salah menerapkan hukum, sebab tidak
terdapat kontradiksi dalam pertimbangan putusan tersebut

Menimbang namun demikian Mahkamah Agung berpendapat
amar putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah memperbaiki putus-
an Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki oleh karena kurang tepat
mengenai rumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan kwalifikasi dari
perbuatan yang terbukti dipersalahkan pada terdakwa. dengan alasan
sebagai berikut:

Menimbzng, bahwa Mahkamah Agung berpendapat. perbuatan
yang menurut judex facti terbukti dilakukan oleh terdakwa, bukanlah
melanggar pasal 310 (1) KUHP, melainkan melanggar pasal 315 KUHP,
oleh karena terdakwa tidak ada menuduh saksi melakukan sesuatu
perbuatan; '

Menimbang, bahwa walaupun yang didakwakan kepada terdakwa
adalah melanggar pasal 310 KUHP dan perbuatan yang terbukti dilaku-
kan terdakwa adalah melanggar pasal 315 KUHP, mengingat bahwa ti-
dak pidana menurut pasal 315 KUHP tersebut adalah merupakan tindak
pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancaman hukumannya dari tin:
dak pidana melanggar pasal 310 KUHP, maka terdakwa dapat diper-
salahkan dan dihukum karena melanggar pasal 315 KUHP, sehingga
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dengan demikian kwalifikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri perlu diperbaiki menjadi "penghinaan ringan™, seperti tertera di-
bawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di-
atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara
ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka per-
mohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar pu-
tusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut diatas;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-
undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Timbul Osmar
Simarmata tersebut

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal
31 Desember 1983 No. 206/Pid/1983/PT.Mdn. dan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 17 Mei 1979 No. 978/KS8/1979/PN.Mdn. sekedar me-
ngenai rumusan amar tentang terbuktinya kesalahan terdakwa dan
kwalifikasinya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ber-
satah melakukan kejahatan

"Penghinaan Ringan’

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,~ (dua ribu lima
ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari
Senin tanggal 27 Mei 1985 oleh H. Soerjono SH, Hakim Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. Moham-
mad Djanis SH dan H. Bismar Siregar SH, Hakim-Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 30 Mei 1985
cleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Mohammad Djanis SH dan
H. Bismar Siregar SH, Hakim-Hakim Anggota, Agus Air Guliga Dewata
SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987
Kasus Posisi

Pada Maret 1986, sekitar pukul 15.30 dalam cuaca hujan seorang pelajar bernama
Ahmad Witoro yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai
kendaraan bermotor scooter Vespa Nomor Polisi G 6353 D dengan kecepatan 60
km/jam, melaju di jalan umum kota Pekalongan. Sesampainya di Desa Waru
Kidul Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, secara mendadak ada seorang
pria berjalan menyeberangi jalan raya tersebut, dari tepi barat jalan menuju ke
arah timur. Ahmad Witoro tidak dapat menguasai kendaraannya, sehingga
menabrak penyeberang jalan tersebut, yang berakibat penyeberang jalan jatuh di
jalan dan menderita luka-luka. Korban diangkat ke rumah sakit dan beberapa
waktu kemudian korban meninggal dunia di rumah.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahmad Witoro dengan dakwaan sebagai
berikut :

Primair :

— Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 1986 kira-kira pada
pukul 15.30 WIB di jalan Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

— Bahwa ia terdakwa karena salahnya telah menyebabkan matinya orang lain
yang sewaktu ia terdakwa mengendarai sebuah kendaraan bermotor beroda
dua yakni Vespa dengan Nomor Polisi G 6353 D dengan kecepatan kurang
lebih 60 km/jam, karena kurang hati-hatinya, sewaktu sampai di Desa
Waru Kidul Kecamatan Wiradesa, tiba-tiba ada seorang laki-laki
menyeberang jalan dari arah barat ke timur, ia terdakwa tidak dapat
menguasai kendaraannya, akhirnya menabrak penyeberang jalan tersebut,
korban jatuh di aspal dan diangkat ke Rumah Sakit siti Khotijah di
Pekalongan. Korban menderita luka :

1. Patah pangkal tulang paha kiri dan haematon;

2. Pelipis kiri luka robek panjang 5 cm, lebar 1 cm, dan % cm;

3. Kelopak mata kiri bawah haematon dan tidak selang berapa lama
korban meninggal dunia di rumah.

Terdakwa melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Subsidair :
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Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 1986 kira-kira pada
pukul 15.30 WIB di jalan Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Bahwa ia terdakwa karena salahnya telah menyebabkan matinya orang lain
yang sewaktu ia terdakwa mengendarai sebuah kendaraan bermotor beroda
dua yakni Vespa dengan Nomor Polisi G 6353 D dengan kecepatan kurang
lebih 60 km/jam, karena kurang hati-hatinya, bahwa keadaan jalan ramai
sewaktu sampai di Desa Waru Kidul Kecamatan Wiradesa, tiba-tiba ada
seorang laki-laki menyeberang jalan dari arah barat ke timur karena laju
kendaraan dalam kecepatan yang tinggi, sehingga ia terdakwa tidak dapat
menguasai kendaraannya, akhirnya menabrak penyeberang jalan tersebut,
korban jatuh di aspal dan langsung diangkat ke Rumah Sakit Siti Khotijah
di Pekalongan. Akibat dari tabrakan tersebut, korban menderita luka :

1. Pelipis kiri luka robek panjang 5 cm, lebar 1 cm, dan % cm;

2. Kelopak mata kiri bawah haematon;

3. Patah pangkal tulang paha kiri dan haematon.

Terdakwa melnggar Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Pembuktian Di Persidangan

Bahwa menurut keterangan dokter Edi Anggoro ahli bedah, korban
menderita penyakit diabetes yang kadar gulanya sangat tinggi disamping
itu juga ada penyakit jantung koroner, seandainya penderita tidak pulang
paksa kemungkinan dapat disembuhkan;

Bahwa luka-luka yang diderita korban bukan merupakan luka berat dan
luka tersebut tidak akan mengakibatkan kematian;

Bahwa kematian korban bukan sebagai akibat langsung dari terjadinya
kecelakaan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan
primair Pasal 359 KUHP;

Bahwa mengenai dakwaan subsidair Pasal 360 Ayat (1) KUHP, terdakwa
juga harus dibebaskan karena korban tidak menderita luka berat,
melainkan hanya menderita luka-luka ringan saja.

Putusan

Pengadilan Negeri Pekalongan memutus bebas terdakwa

Pengadilan Tinggi memutus bebas terdakwa
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Mahkamah Agung memutus bersalah pada terdakwa, dengan pertimbangan
hukum sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan terdakwa dari
segala dakwaan adalah putusan pembebasan tidak murni;

Bahwa dalam hal ini, judex facti tidak memandang unsur luka berat
sebagai satu jenis dari luka-luka pada umumnya;

Bahwa jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya
dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka
walaupun delik sejenis yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan,
terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan delik
yang lebih ringan tersebut;

Bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan delik Pasal 360 Ayat (2)
KUHP, meskipun delik tersebut tidak didakwakan.
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PUTUSAN

No. 2497 K/Pid.Sus/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Tempat lahir : Pamekasan;

Umur/Tgl. lahir : 28 tahun / 17 Mei 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : JI. Kapas Lor 3 No. 9 RT.003 / RW.010,
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

II. Nama : EDY ROESTAMAN bin SOETOYO;

Tempat lahir : Madiun;

Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun / 17 Juni 1977;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Wisma Tropodo J1. Musi No. 5, Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 31 Desember
2010;

2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak 1 Januari 2011 s/d
tanggal 9 Februari 2011;

3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2011 s/d
tanggal 8 Maret 2011;

4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2011
s/d tanggal 7 Mei 2011;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2011
s/d tanggal 7 Mei 2011;

6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 8 Mei
2011 s/d tanggal 6 Juni 2011;
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7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 7
Juni 2011 s/d tanggal 6 Juli 2011;

8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2011 s/d tanggal 2
Agustus 2011;

9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3
Agustus 2011 s/d tanggal 1 Oktober 2011;

10 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda
Pidana Khusus No. 2418/2011/S.1041.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26
Oktober 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50
(lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2011;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI
Ketua Muda Pidana Khusus No. 2419/2011/S.1041.Tah.Sus/PP/2011/
MA tanggal 26 Oktober 2011, memperpanjang waktu penahanan
Terdakwa untuk paling lama 60 (emam puluh) hari, terhitung mulai
tanggal 6 Desember 2011.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH.
Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO dan saksi SINGGIH DWI ATMOJO
(Terdakwa dalam perkara lain) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada
hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 11.00 atau setidak-tidaknya pada suatu
hari dalam bulan Desember 2010 bertempat di Hotel Pasific kamar 203 JI. Perak Timur
No. 404 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu
dengan berat bersih + 0,008 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam
07.00 Wib, Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH
menelpon saksi SINGGIH DWI ATMOJO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk datang
ke Hotel Pasific kamar 203 Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN
HISBULLAH kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu
rupiah) kepada saksi SINGGIH DWI ATMOJO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk
membeli sabu-sabu. Mereka sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan /
urunan;

Bahwa saksi SINGGIH DWI ATMOJO kemudian menelpon Sdr. BURHAN
(DPO) untuk membeli sabu-sabu sementara Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL
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MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROESTAMAN BIN SOETOYO
menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang dibuat sendiri dari botol You C 1000. ;

Bahwa sekira pukul 09.30 Wib, sdr. BURHAN datang ke kamar 203 dan
menyerahkan sabu-sabu kepada saksi SINGGIH DWI ATMOJO;

Bahwa saksi SINGGIH DWI ATMOJO, Sdr. BURHAN (DPO) dan Terdakwa
II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO kemudian menghisap sabu-sabu secara
bergantian, tidak lama kemudian datang Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL
MUJAHID BIN HIBULLAH dan ikut pesta sabu-sabu;

Bahwa setelah selesai pesta sabu-sabu, saksi SINGGIH DWI ATMOJO dan
Sdr. BURHAN meninggalkan kamar 203 Hotel Pasific, sedang sisa sabu-sabu dibawa
Terdakwa I MOHAMMAD SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH ke kamar 205 dan
menghisap sabu-sabu sendirian.;

Bahwa tidak lama kemudian, datang saksi EKO YULIANTO, saksi NOVIAN
EKO SW, anggota Polresta Tanjung Perak menangkap Terdakwa I MOHAMMAD
SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH di kamar 205 Hotel Pasific, sementara
Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO ditangkap di tempat pencucian
mobil D’Wash J1. Perak Barat No. 323 Surabaya;

Bahwa pada waktu ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa sebuah
pipet yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong),
sebuah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, dua buah korek api gas
warna putih dan kuning dan sebuah sumbuh yang terbuat dari grenjeng rokok. Barang
bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya, dibawa ke Polresta
Tanjung Perak guna pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.
7042/KNF/2010 tanggal 21 Desember 2010 disimpulkan bahwa BB dengan nomor
6332/2010/KNF berupa sebuah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih
dengan berat 0,008 gram adalah benar narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina
terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 (1) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya tanggal 8 Juni 2011 sebagai berikut :
1 Menyatakan Terdakwa M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan
Terdakwa EDY ROES TAMAN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
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narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) jo.
Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan
tunggal;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SYAIFUL MUJAHID BIN
HISBULLAH dan Terdakwa EDY ROES TAMAN masing-masing dengan
pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dengan perintah para
Terdakwa tetap ditahan;

Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) subs. 6 (enam) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :
Seperangkat alat hisap sabu/bong, sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa
narkotika golongan I jenis shabu, dua buah korek api gas, sebuah sekrop warna
putih yang terbuat dari sedotan plastik, sebuah sumbuh yang terbuat dari kertas
grenjeng rokok dirampas untuk dimusnahkan;
4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 448/Pid.B/2011/PN.Sby
tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman. ;

2 Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan tersebut. ;

3 Menyatakan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL MUJAHID Bin
HISBULLAH, dan Terdakwa II. EDY ROES TAMAN Bin SOETOYO, tersebut
diatas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “
Penyala guna Narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri “;

4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUHAMMAD
SYAIFUL MUJAHID Bin HISBULLAH dan Terdakwa II. EDY ROES
TAMAN Bin SOETOYO, tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing
selama : 2 (dua) tahun. ;

5 Menetapkan masa tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

6 Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan. ;

7 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya ada sisa
Narkotika jenis sabu-sabu, 2(dua) buah korek api gas, alat penghisap/bong
Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral/aquase, dan 1 (satu)
sekrop yang terbuat dari sedotan plastik,. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari

grenjeng rokok, dirampas untuk dimusnahkan. ;
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8 Membebankan ongkos perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 489/Pid/2011/PT.SBY
tanggal 7 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
para Terdakwa;
e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28
Juni 2011 No. 448/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan
banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para
Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I
MUHAMMAD SYAIFUL MAJAHID Bin HISBULLAH
dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN Bin SOETOYO
dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)
tahun ;
2 Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut
untuk selebihnya ;
4 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa
dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 448/Pid.B/2011/
PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bulan Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2011 serta memori kasasinya
telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Oktober

2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
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diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena
itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan
Putusan yang amarnya : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD
SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROESTAMAN BIN
SOETOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, maka setelah
kami pelajari dengan seksama serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di
Persidangan, putusan yang dijatuhkan jauh dari rasa keadilan masyarakat;

Bahwa dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerapkan Pasal
127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 terhadap Terdakwa M. SYAIFUL
MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO
yang menyatakan “Setiap Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, menurut Penuntut Umum
penerapan Pasal tersebut tidak tepat oleh karena dalam Pasal 127 Undang-Undang
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dilihat secara keseluruhan dari ayat 1
sampai dengan ayat 3 yang merupakan satu kesatuan. Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Dalam hal penyalah guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban
penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial.”;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I MUHAMMAD
SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa II EDY ROESTAMAN BIN
SOETOYO bukan merupakan korban penyalahguna narkotika, oleh karena para
Terdakwa tidak memiliki Surat Rehabilitasi Medis dari Pihak yang berwenang dan para
Terdakwa ternyata juga tidak pernah menjalani Rehabilitasi Medis terkait dengan
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium atas Terdakwa I M. SYAIFUL
MUJAHID BIN HISBULLAH dan Terdakwa IT EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO
didapatkan hasil pemeriksaan urine Positif, hal ini sesuai bila dikaitkan dengan
keterangan saksi HERI WIYONO dan saksi RAHMAT WIDIONO, petugas
Laboratorium pada Polrestabes Surabaya yang menyatakan bahwa urine para saksi tidak
mungkin tertukar karena pada hari itu mereka hanya memeriksa urine para Terdakwa.
Adapun saksi SINGGIH DWI ATMOJO BIN SUDARMAN baru ditangkap selang 4
(empat) hari kemudian, atas keterangan Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID BIN
HISBULAH dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN yang menyatakan mereka

melakukan pesta sabu-sabu di kamar 205 Hotel Pasific Jl. Perak Timur Surabaya.
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Bahwa tenggang waktu empat hari akan sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan
urine, sehingga pada akhirnya saksi SINGGIH DWI ATMOJO mendapatkan hasil
pemeriksaan negatif;

Bahwa mengenai saksi ade charge ( Drg. SYAIFUL ANWAR), Penuntut
Umum telah mengajukan keberatan oleh karena saksi yang diajukan tidak mempunyai
latar belakang pendidikan yang sesuai dengan keterangan yang disampaikan di depan
persidangan. Saksi adalah dokter gigi yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan
yang sesuai untuk pemeriksaan laboratorium narkotika, sehingga keterangan yang
diberikan diragukan kebenarannya, namun keberatan Penuntut Umum tidak dihiraukan
oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, sehingga keterangan saksi ini
pula yang dijadikan acuan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara masing-
masing selama (satu) tahun kepada para Terdakwa;

Bahwa dalam persidangan para Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui
perbuatannya, namun hal tersebut adalah sifat kodrati manusia karena pada hakikatnya
manusia selalu berusaha untuk membela diri, menutup kesalahannya dan menghindari
diketahui orang lain atau bebas dari ancaman hukuman. Kenyataan membuktikan
pemegang kekuasaan sulit dijerat hukum. Latar belakang pekerjaan para Terdakwa
sebagai aparat penegak hukum (Polri) menjadikan para Terdakwa pintar berkelit di
persidangan, dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya. Terbukti Berita Acara pengambilan urine yang tidak ditandatangani
para Terdakwa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Hal ini sungguh keliru,
oleh karena berdasar keterangan saksi DEDI SUMARSONO, saksi HERI WIYONO
dan saksi FATHURROZI, para Terdakwa telah diambil sample urinenya di kamar mandi
dan urine tersebut diserahkan sendiri oleh para Terdakwa kepada saksi HERT WIYONO
selaku petugas Laboratorium Polrestabes Surabaya dan hasinya urinenya ternyata
positif, sehingga Berita Acara pengambilan urine yang tidak ditandatangani tersebut
haruslah dianggap benar;

Bahwa dalam BAP, Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH
dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN BIN SOETOYO mengaku telah membeli sabu-
sabu secara patungan dengan saksi SINGGIH DWI ATMOJO sebanyak satu poket
seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut kemudian dihisab
secara bersama-sama (yaitu Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID, Terdakwa II EDY
ROES TAMAN BIN SOETOYO, saksi SINGGIH DWI ATMOJO dan BURHAN
(DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 11.00 di kamar 203 Hotel
Pasific JI. Perak Timur No. 404 Surabaya. Bahwa setelah menghisab sabu-sabu,
Terdakwa EDY ROES TAMAN, saksi SINGGIH DWI ATMOJO dan sdr. BURHAN
(DPO) pergi keluar dari kamar Hotel, sehingga pada saat petugas datang (saksi
NOVIAN EKO SW dan RUDY SULISTIAWAN) yang ada di kamar hotel hanya
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Terdakwa M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH yang pada saat itu sedang
menonton TV;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa
seperangkat alat hisab sabu/bong, sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa
narkotika gol. I jenis sabu-sabu, dua buah korek api gas, sebuah sekrop warna putih
terbuat dari sedotan plastik, sebuah sumbu yang terbuat dari kertas grenjeng rokok
didalam kamar 203 Hotel Pasific Jl. Perak Timur No. 404 Surabaya. Namun dalam
persidangan, Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa II EDY ROES
TAMAN tidak mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya. Pernyataan para saksi
ini haruslah dianggap sebagai suatu kebohongan karena tidak mungkin suatu kamar
hotel tidak dibersihkan jika akan dihuni tamu, sehingga pernyataan para saksi ini
haruslah dianggap mengada-ada;

Bahwa setelah Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID ditangkap dan mengakui
melakukan pesta sabu-sabu dengan Terdakwa II EDY ROES TAMAN dan saksi
SINGGIH DWI ATMOJO serta Sdr. BURHAN (DPO), setelah itu Terdakwa II EDY
ROES TAMAN baru ditangkap ditempat cuci mobil D’wash Jl. Perak Barat No. 323
Surabaya dan dibawa ke kamar 203 Hotel Pasific dan kepadanya ditunjukkan barang
bukti yang ditemukan dalam kamar 203 Hotel Pasific dan Terdakwa mengakui telah
melakukan pesta sabu-sabu dan barang bukti yang ditunjukkan benar yang dipakai
para Terdakwa pada waktu pesta sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I M. SYAIFUL
MUJAHID dan Terdakwa IT EDY ROES TAMAN dibawa ke Polresta Tanjung Perak
guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas dasar pemeriksaan para Terdakwa, saksi SINGGIH
DWI ATMOJO (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian ditangkap petugas;

Bahwa pada saat persidangan telah pula dihadirkan saksi verbalisan yang
memeriksa Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa Il EDY ROES TAMAN
(saksi RUDY SUGANDA dan saksi FATHUR ROZI) yang menyatakan bahwa penyidik
tidak melakukan upaya kekerasan pada saat pemeriksaan BAP dan mereka secara
sukarela menceritakan kronologis kejadian secara rinci sebagaimana tertuang dalam
BAP;

Bahwa bila dicermati ada keterkaitan antara keterangan Terdakwa I M.
SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa II EDY ROES TAMAN dengan saksi SINGGIH
DWI ATMOJO, sehingga merupakan alat bukti petunjuk bahwa para Terdakwa benar
adanya melakukan pesta sabu-sabu;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam
menyimpulkan keterangan saksi M. SYAIFUL MUJAHID dan saksi EDY ROES
TAMAN dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi penangkap RUDY
SULISTTIAWAN dan saksi FATHUR ROZI, yang menyatakan bahwa tidak ada tekanan
dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa I M. SYAIFUL MUJAHID dan Terdakwa II
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EDY ROES TAMAN, sehingga apa yang tertuang dalam BAP haruslah dianggap benar
adanya;

Bahwa dalam persidangan, salah seorang hakim anggota juga mengingatkan
Terdakwa agar tidak berbelit-belit di persidangan dan mengingatkan pula bila berkas
perkara sudah ditanda tangani, itu artinya, para Terdakwa sudah mengakui kebenaran
yang tertulis dalam berkas perkara apalagi para Terdakwa sebagai aparat penegak
hukum, seharusnya sadar akan akibat pembubuhan tanda tangan dalam sebuah berkas
perkara, dalil para Terdakwa yang menyatakan mereka dipaksa tanda tangan haruslah
dikesampingkan;

Bahwa tindakan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa SINGGIH DWI
ATMOJO merupakan preseden yang buruk. Oleh karena sebagai aparat penegak hukum,
Terdakwa, saksi M. SYAIFUL MUJAHID BIN HISBULLAH dan saksi EDY ROES
TAMAN sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan
narkoba. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya mereka sadar akan akibat
perbuatannya yang melanggar hukum. Padahal dalam kasus serupa bila terjadi pada
orang awam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara minimal 4 (empat)
tahun dan memutuskan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan
para Terdakwa yang menyangkal (tidak mengakui) perbuatannya dengan mengatakan
bahwa barang bukti yang ada di Kamar mandi dalam kamar 205 Hotel Pasific J1. Perak
Timur No.404 Surabaya bukan miliknya, padahal sangat mustahil sebuah kamar Hotel
belum dibersihkan bila akan ditempati tamu. Jadi barang bukti yang ditunjukkan dalam
persidangan berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu, sebuah pipet kaca yang
didalamnya terdapat sisa narkotika gol.I jenis sabu, dua buah korek api gas, sebuah
sekop warna putih terbuat dari sedotan plastik, sebuah sumbu dari kertas grenjeng rokok
adalah benar milik para Terdakwa. Fakta persidangan ini juga dikuatkan oleh
keterangan saksi penangkap yaitu saksi RUDI SULISTIAWAN, saksi NOVIAN EKO
SW dan saksi EKO YULIANTO, anggota Polresta Tanjung Perak. Para saksi
menerangkan, telah menemukan barang bukti tersebut di kamar mandi dalam kamar 205
Hotel Pasific JI. Perak Timur No. 404 Surabaya;

Atas dasar hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MOHAMAD SYAIFUL
MUJAHID BIN HISBULLAH, Cs “Tidak menerapkan peraturan hukum atau
menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (MISSJUDGE)”

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat
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Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan
dari hal-hal yang sudah dikemukakan;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika Golongan I;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/
Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana,
maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009,
Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Undang - Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2009
serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,SH. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.
Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Suhadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
12 Januari 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,SH. selaku Ketua Majelis, Prof.
Dr. Surya Jaya, SH., MHum. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera
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Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para

Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota Ketua
Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,SH.
Ttd./ Suhadi, SH., MH.

Panitera Pengganti
Ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040.044.338
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PUTUSAN
No. 1625 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama : NUR SINTA RINI binti CUKUP
Tempat lahir : Rembang
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/04 April 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JI. Jeruk Gg. II Tembusan No. 45 Kelurahan
Jeruk, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Jl.
Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 25 Nopember 2011
sampai dengan sekarang :

1 Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14
Desember 2011 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai
dengan tanggal 23 Januari 2012 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari
2012 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai
dengan tanggal 28 Februari 2012 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2012
sampai dengan tanggal 28 April 2012 ;

6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan
tanggan 25 April 2012 ;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2012
sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Ketua Muda Pidana Khusus No. 2357/2012/5.945.Tah.Sus/PP/ 2012/MA.
tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk di-tahan selama 50
(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2012 ;
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9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2358/2012/ S.945.Tah.Sus/
PP/2012/MA. tanggal 02 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk
ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus
2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :
KESATU :

Bahwa Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP bersama dengan AMBIN
FIRDAUS (Terdakwa dalam berkas perkara lain) , pada hari Kamis tanggal 24
November 2011 sekitar jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November
2011, bertempat di kamar kos J1. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya, atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,
Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Kepolisian

dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi HARI SISWANTO dan saksi ANDI
SETIAWAN telah melakukan penangkapan atas Terdakwa NUR SINTA RINI
Binti CUKUP dan AMBIN FIRDAUS, yang pada waktu itu Terdakwa NUR
SINTA RINI Binti CUKUP dan AMBIN FIRDAUS telah selesai menggunakan
atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. ;

e Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1
(satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,020
gram, seperangkat alat hisap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal
warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang ditemukan di saku kanan depan
celana yang digunakan oleh AMBIN FIRDAUS , 1 (satu) buah kompor dari
korek api dan 1 (satu) buah bong ditemukan di kamar mandi dalam kamar kos
Terdakwa di JI. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya serta 1 (satu) skrop dari sedotan
warna putih ditemukan di bawah meja dalam kamar kos Terdakwa di Jl.
Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya.;

e Bahwa 1 (satu) kantong plastik berupa kristal warna putih dengan berat netto

0,020 gram, seperangkat alat hisap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa
kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, 1 (satu) buah kompor dari
korek api dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna
putih tersebut adalah milik Terdakwa dan milik AMBIN FIRDAUS yang

Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November
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2011 sekitar pukul 13.30 WIB AMBIN FIRDAUS menghubungi Terdakwa dan
mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu-
sabu selanjutnya ada kesepakatan tentang cara pembelian narkotika jenis sabu-
sabu tersebut dengan urunan, yaitu Terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua
puluh lima ribu rupiah) dan AMBIN FIRDAUS sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh
lima ribu rupiah), yang kemudian oleh AMBIN FIRDAUS dibelikan narkotika
jenis sabu-sabu kepada AIPDA KARJONO Anggota Sat Brinobda Taman
Sidoarjo di Asrama Brimob di Jl. Gresik Surabaya dengan harga Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB AMBIN
FIRDAUS datang ke tempat kos Terdakwa di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2
Surabaya dengan membawa semua barang bukti tersebut selanjutnya berdua
menggunakan atau menghisap sabu-sabu secara bersama-sama di kamar kos
Terdakwa ;

e Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8115/
KNF/2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, IMAM
MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang
bukti dengan nomor :

e 7730 / 2011 / KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar
kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika. ;

e 7731 / 2011 / KNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan
kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika. ;

e 7732 /2011 / KNF berupa urine an. AMBIN FIRDAUS Bin SUMARDI
tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan
aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

® 7733 / 2011 / KNF berupa urine an. NUR SINTA RINI Binti CUKUP

tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan

aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
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Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :
KEDUA :

Bahwa Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP bersama dengan AM-BIN
FIRDAUS (Terdakwa dalam berkas perkara lain), pada hari Kamis tanggal 24
November 2011, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan No-vember di
tahun 2011, bertempat di kamar kos JI. Wonoboyo Gg. I No. 2 Sura-baya, atau
setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Surabaya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Kepolisian
dari Polrestabes Surabaya yaitu saksi HARI SISWANTO dan saksi ANDI
SETIAWAN telah melakukan penangkapan atas Terdakwa NUR SINTA RINI
Binti CUKUP dan AMBIN FIRDAUS, yang pada waktu itu Terdakwa NUR
SINTA RINI Binti CUKUP dan AMBIN FIRDAUS telah selesai menggunakan
atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;

e Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1
(satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,020
gram, seperangkat alat hisap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal
warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang ditemukan di saku kanan depan
celana yang digunakan oleh AMBIN FIRDAUS , 1 (satu) buah kompor dari
korek api dan 1 (satu) buah bong ditemukan di kamar mandi dalam kamar kos
Terdakwa di JI. Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya serta 1 (satu) skrop dari sedotan
warna putih ditemukan di bawah meja dalam kamar kos Terdakwa di Jl.
Wonoboyo Gg. I No. 2 Surabaya. :

e Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto

0,020 gram, seperangkat alat hisap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa
kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, 1 (satu) buah kompor dari
korek api dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna
putih tersebut adalah milik Terdakwa dan milik AMBIN FIRDAUS yang
Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November

2011 sekitar pukul 13.30 WIB AMBIN FIRDAUS menghubungi Terdakwa dan
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mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu-
sabu selanjutnya ada kesepakatan tentang cara pembelian narkotika jenis sabu-
sabu tersebut dengan urunan, yaitu Terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua
puluh lima ribu rupiah) dan AMBIN FIRDAUS sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh
lima ribu rupiah), yang kemudian oleh AMBIN FIRDAUS dibelikan narkotika
jenis sabu-sabu kepada AIPDA KARJONO Anggota Sat Brinobda Taman
Sidoarjo di Asrama Brimob di Jl. Gresik Surabaya dengan harga Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB AMBIN
FIRDAUS datang ke tempat kos Terdakwa di Jl. Wonoboyo Gg. I No. 2
Surabaya dengan membawa semua barang bukti tersebut selanjutnya berdua
menggunakan atau menghisap sabu-sabu secara bersama-sama di kamar kos
Terdakwa ;

e Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8115/
KNF/2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, IMAM
MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang
bukti dengan nomor :

e 7730 / 2011 / KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar
kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika. ;

e 7731 / 2011 / KNF berupa pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan
kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika. ;

e 7732 /2011 / KNF berupa urine an. AMBIN FIRDAUS Bin SUMARDI
tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan
aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika. ;

e 7733 / 2011 / KNF berupa urine an. NUR SINTA RINI Binti CUKUP

tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan
aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika. ;
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya tanggal 06 Maret 2012 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP, terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau per-mufakatan
untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112
ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nur Sinta Rini binti
Cukup selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika
jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,020 gram (habis dalam pemeriksaan
lab.for).

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu (tanpa isi).

- 1 (satu) buah kompor dari korek api, 1 (satu) buah skrop.

- (satu) buah bong.

( dijadikan bukti dalam perkara AMBIN FIRDAUS)
4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 325/Pid.B/2012/ PN.SBY.
tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP , tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua ;

2 Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut ;

3 Menyatakan bahwa Terdakwa NUR SINTA RINI Binti CUKUP terbukti seca-ra
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah-gunakan

narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” ;
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4 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini ber-kekuatan
hukum tetap harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang
dijatuhkan ;

6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7 Menetapkan barang bukti berupa ;

- (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika
jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,020 gram (habis dalam pemeriksaan
lab.for ;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu (tanpa isi) ;

- (satu) buah kompor dari korek api ; 1 (satu) buah skrop ;

- (satu) buah bong ;

Dijadikan bukti dalam perkara AMBIN FIRDAUS ;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 305/PID/2012/-PT.SBY.
tanggal 05 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Maret 2012, No.
325/Pid.B/2012/PN.SBY. yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat penga-dilan
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.  325/Pid.B/2012/
PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan
kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2012 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2012 dengan

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
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tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun, bahwa kami menilai penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan atau
masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga penjatuhan pidana tersebut
kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat di mana Terdakwa telah
melakukan ;

2. Bahwa putusan pemidanaan atas Terdakwa tidaklah seimbang dengan perbuatan
yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya
tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti
yang Terdakwa telah lakukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertim-bangkan
hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa
memenuhi unsur-unsur Pasal 127 a Undang-Undang No. 35 tahun 2009, kendatipun
pasal tersebut tidak didakwakan tetapi sesuai yurispru-densi No. 675 K/Pid/1987 jo
No. 1671/K/Pid/1996. jo No. 1842 K/Pid/ 2011, apabila delik yang terbukti
dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang
didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan
tersebut tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan

dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan ;

2. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertim-bangkan
pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan
serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberat-kan dan keadaan-keadaan yang
meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP ;

3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan
tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang
suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemerik-saan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum
tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah
melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka
harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8
Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Jumat, tanggal 14 September 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua
Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri
Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18
September 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Dr. Drs. H. Dudu D.
Machmudin, S.H.,M.Hum. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim
Anggota, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
ttd./ ttd./

Dr.Drs.H. Dudud D. Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.
ttd./

Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :
ttd./
Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.
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Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.
Nip : 040044338
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PUTUSAN
No. 1626/Pid.Sus/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

X berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama : AFRIANSYAH Alias AFRI Bin
HATMAN ;
tempat lahir : Pangkalan Bun (Kota Waringin Barat ;
umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 11 April 1986 ;
jenis Kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pangeran Diponegoro
No.15, : RT.01, Kelurahan Sidorejo,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kota Waringin Barat dan Jalan H.
Mansyur, Gang Asrama Haji, RT 42/
RW 07, Kelurahan Baamang Tengah,
Kecamatan Baamang Sampﬁ,
Kabupaten Kota Waringin Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : POLRL;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai
dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai
dengan tanggal 12 Desember 2012;

Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20
Desember 2011;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan
tanggal 06 Januari 2012;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan
tanggal 06 Maret 2012 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai
dengan tanggal 05 April 2012;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan
tanggal 02 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012
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dengan tanggal 01 Juli 2012 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b Ketua Muda Pidana Khusus

tertanggal 28 Juni 2012 No0.2014/2012/5.813.Tah/ PP/2012/MA. Terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20

Juni 2012;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.Iub Ketua Muda

Pidana Khusus tertanggal 28 Juni 2012 No. 2015/2012/S.813.Tah/PP/2012/MA.

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak

tanggal 09 Agustus 2012 ;

g diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN bersama-
sama dengan Saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI dan Saksi
DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI (selaku masing-masing
Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13
Oktober 2011 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada
bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan H. Mansyur, Gang Asrama Hajj,
Rt.42 / Rw.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit,
Kabupaten Kota Waringin Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika
golongan I, dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
narkotika“ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas,

sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin
H. SUMARDI yang menanyakan “adakah, kalan ada kita gabung
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa jawab “bisa” lalu
Terdakwa menghubungi Saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin
AHMAD JUFRI dan menanyakan ”di mana, adakah yang harga
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau ada nanti antarkan ke Jalan H.
Mansyur, Gang Asrama Haji, Rt.42 / Rw.07, Kelurahan Baamang Tengah,

Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur” lalu dijawab
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AHMAD JUFRI datang dan langsung masuk ke rumah tersebut dan
menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut kepada
Terdakwa, kemudian saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD
JUFRI menyiapkan alat-alat untuk menyabu serta merakit bong selanjutnya
memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam satu buah pipet kaca, kemudian
korek gas yang telah dibuat untuk kompor pembakar shabu-shabu
dihidupkan, setelah itu satu buah pipet kaca tersebut diletakan dibong yang
sudah disiapkan, kemudian dibakar secara perlahan-lahan lalu setelah ke luar
asapnya kemudian baru disedot yang dimulai dari saksi DEDY
SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRJ, di mana pada saat yang
bersamaan Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
atas pembelian shabu-shabu tersebut kemudian setelah menyerahkan uang
tersebut Terdakwa langsung menghisap shabu-shabu tersebut, tidak lama
kemudian saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI datang lalu
masuk dan langsung duduk, kemudian shabu-shabu tersebut kembali dihisap
secara bergilir dimulai dari saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin
AHMAD JUFRI sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi AGUS SETIADI Als
AGUS Bin H. SUMARDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa
sebanyak 1 (satu) kali hisapan, di mana pada saat yang bersamaan saksi
AGUS SETIADI Als AGUS Bin H. SUMARDI memberikan uang
Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan
saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI setelah
menggunakan shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian langsung pergi
meninggalkan rumah tersebut :

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi RIBUT ARISSIYONO
Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin
AFRIHAT PAULUS TINDAN (masing-masing Anggota Polri) yang
mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY
Bin AHMAD JUFRI dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin
H.SUMARDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat,
selanjutnya saksi RIBUT ARISSIYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS
FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN
langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi H.
SUPIANSYAH Bin H. MUSA dan menemukan : 1 ( satu ) bungkus plastik
kecil yang berisikan butiran kristal diduga shabu, 2 (dua) buah pipet kaca
yang masih berisikan kerak yang diduga Narkotika golongan I bukan
tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru beserta 2 (dua)

buah potongan sedotan plastik warna putih yang masih terpasang, 2 (dua)

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012
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buah sendok yang terbuat dari dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu)
buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu, 2 (dua)
buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 4
(empat) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu)
buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk pulpy, 1 (satu)
lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari
botol plastik minuman merk cheers, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type
1280 warna hitam beserta kartu simpati Nomor 082156583666, 1 (satu) buah
Handphone merk T-Tom wama hitam beserta kartu simpati dengan Nomor
082154444574, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 6020 warna hitam
beserta kartu simpati Nomor 082158636310 selanjutnya saksi RIBUT
ARISSIYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS
TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN langsung mengamankan barang
bukti beserta Terdakwa dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin
H.SUMARDI sedangkan saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin
AHMAD JUFRI yang pada saat itu sudah pergi dan tidak berada di tempat
baru berhasil diamankan kemudian setelah mendapat informasi dari
Terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut yang
sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan
bersama-sama saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI
dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H. SUMARDL

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal wama
bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu
dengan berat kotor seluruhnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang telah
disisihkan dengan berat kotor seluruhnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram
dan 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal dengan berat
kotor seluruhnya 0,019 (nol koma sembilan belas) gram, yang disita dari
Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN tersebut, untuk dilakukan
pemeriksaan Laboratorium  di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 7425 / KNF /2011, pada
hari Selasa tanggal 01 November 2011 yang diuji oleh Arif Andi Setiyawan
S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor
Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut
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= : - Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6985 / 2011/ KNF- berupa kristal
warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar
dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6986 / 2011 / KNF- berupa pipet
kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina,
terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 8 (delapan)
ml yang disita dari Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN
tersebut, untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse
Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya
dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab :
7426 / KNF / 2011, pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 yang diuji
oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt, Luluk Muljani
dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto,M.Si, dengan
kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6987 / 2011 / KNF- berupa berupa
urine A.n.AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN adalah benar didapat
kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar
dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114
Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN bersama-
sama dengan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI dan DEDY
SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI (selaku masing-masing
Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13
Oktober 2011 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada
bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan H. Mansyur, Gang Asrama Haji,
Rt.42 / Rw.07, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Sampit,
Kabupaten Kota Waringin Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012
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golongan I bukan tanaman, dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana narkotika“ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas,
sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin
H.SUMARDI yang menanyakan “adakah, kalau ada kita gabung
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa jawab ”bisa” lalu
Terdakwa menghubungi saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin
AHMAD JUFRI dan menanyakan ”di mana, adakah yang harga
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau ada nanti antarkan ke Jalan H.
Mansyur, Gang Asrama Haji, Rt.42 / Rw.07, Kelurahan Baamang Tengah,
Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur” lalu dijawab
oleh saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI “saya
tidak ada motor udah tunggu saja sebentar nanti kuantarkan” lalu 30 (tiga
puluh) menit kemudian saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin
AHMAD JUFRI datang dan langsung masuk ke rumah tersebut dan
menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut kepada
Terdakwa, kemudian saksi DEDY SUPRTYANTO Als DEDY Bin AHMAD
JUFRI menyiapkan alat-alat untuk menyabu serta merakit bong selanjutnya
memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam satu buah pipet kaca, kemudian
korek gas yang telah dibuat untuk kompor pembakar shabu-shabu
dihidupkan, setelah itu satu buah pipet kaca tersebut diletakan di bong yang
sudah disiapkan, kemudian dibakar secara perlahan-lahan lalu setelah ke luar
asapnya kemudian baru disedot yang dimulai dari saksi DEDY
SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI, di mana pada saat yang
bersamaan Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
atas pembelian shabu-shabu tersebut kemudian setelah menyerahkan uang
tersebut Terdakwa langsung menghisap shabu-shabu tersebut, tidak lama
kemudian saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI datang lalu
masuk dan langsung duduk, kemudian shabu-shabu tersebut kembali dihisap
secara bergilir dimulai dari saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin
AHMAD JUFRI sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi AGUS SETIADI Als
AGUS Bin H.SUMARDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa
sebanyak 1 (satu) kali hisapan, di mana pada saat yang bersamaan saksi
AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI memberikan uang
Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan
saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI setelah

fungsi peradilan. |
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menggunakan shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian langsung pergi
meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi RIBUT ARISSTYONO
Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin
AFRIHAT PAULUS TINDAN (masing-masing Anggota Polri) yang
mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY
Bin AHMAD JUFRI dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin
H.SUMARDI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat,
selanjutnya saksi RIBUT ARISSTYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS
FRIMA OKTAVIANUS TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN
langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi
H.SUPIANSYAH Bin H. MUSA dan menemukan : 1 (satu) bungkus plastik
kecil yang berisikan butiran Kristal diduga shabu, 2 (dua) buah pipet kaca
yang masih berisikan kerak yang di duga Narkotika golongan I bukan
tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru beserta 2 (dua)
buah potongan sedotan plastik warna putih yang masih terpasang, 2 (dua)
buah sendok yang terbuat dari dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu)
buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu, 2 (dua)
buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 4
(empat) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu)
buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk pulpy, 1 (satu)
lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari
botol plastik minuman merk cheers, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type
1280 warna hitam beserta kartu simpati Nomor 082156583666, 1 (satu) buah
Handphone merk T-Tom warna hitam beserta kartu simpati dengan Nomor
082154444574, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 6020 warna hitam
beserta kartu simpati Nomor 082158636310 selanjutnya saksi RIBUT
ARISSIYONO Bin SUMARDI dan saksi LUKAS FRIMA OKTAVIANUS
TINDAN Bin AFRIHAT PAULUS TINDAN langsung mengamankan barang
bukti beserta Terdakwa dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin
H.SUMARDI sedangkan saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin
AHMAD JUFRI yang pada saat itu sudah pergi dan tidak berada di tempat
baru berhasil diamankan kemudian setelah mendapat informasi dari
Terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut yang

sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012
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kotor seluruhnya 0,019 (nol koma sembilan belas) gram, yang disita dari
Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN tersebut, untuk dilakukan
pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 7425 / KNF / 2011, pada
hari Selasa tanggal 01 November 2011 yang diuji oleh Arif Andi Setiyawan
S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor
Cabang Surabaya Drs.Subagiyanto,M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut

- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6985 / 2011 / KNF- berupa kristal
warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar
dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti dengan Nomor : 6986 / 2011 / KNF- berupa pipet
kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina,
terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 8 (delapan)
ml yang disita dari Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN
tersebut, untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse
Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya
dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab :
7426 / KNF / 2011, pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 yang diuji
oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, Luluk Muljani
dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si,

dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan nomor : 6987 / 2011 / KNF- berupa berupa
urine A.n.AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN adalah benar didapat
kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar

dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
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bersama-sama saksi DEDY SUPRIYANTO Als DEDY Bin AHMAD JUFRI
dan saksi AGUS SETIADI Als AGUS Bin H.SUMARDI.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna
bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu
dengan berat kotor seluruhnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang telah
disisihkan dengan berat kotor seluruhnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram
dan 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal dengan berat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesla berussha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112
Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit

tanggal 07 Maret 2012 sebagai berikut :

i

Menyatakan Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I

bukan tanaman, dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

narkotika” melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai mana yang kami dakwakan

dalam Dakwaan Kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIANSYAH Als AFRI Bin HATMAN

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap

ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu)bungkus plastik kecil yang berisikan butiran kristal diduga shabu.

- 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisikan kerak yang diduga Narkotika
golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- 1 (satu) buah tutup botol wama biru beserta 2 (dua) buah potongan sedotan
plastik warna putih yang masih terpasang;

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari dari potongan sedotan warna putih;

- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu;

- 2 (dua) buah korek api gas;

- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih;

- 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih;

- 1 (satu) buah Handphone merk T-Tom warna hitam beserta kartu simpati dengan
nomor 082154444574;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk pulpy;

- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman merk cheers;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam dengan Nomor Simpati
082156583666;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012
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- Uang sebesar Rp.350.000;- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 6020 wamna kuning silver dengan Nomor
Simpati 082158636310;

Dipergunakan dalam perkara lain.

4, Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 469/Pid.B/2011/ PN.SPT.
tanggal 29 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANSYAH Als. AFRI Bin HATMAN telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan
permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan
tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)
tahun dan denda Rp 800.000.000,-( delapan ratus juta rupiah);

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan:

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis
Shabu dengan berat kotor 0,20 gram;

- 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga Narkotika Gol. I bukan
tanaman jenis Shabu;

- 1 (satu) buah tutup botol wama biru beserta 2 (dua) buah potongan sedotan
plastik warna putih;

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;

- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu;

- 2 (dua) buah korek api gas;

- 2 (dua) buah potongan plastik warna putih;

- 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk pulpy;

- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

-1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Cheers;

- 1 (satu) buah Handphone merk T Tom warna hitam dengan kartu Simpati
Nomor: 082154444574;

- Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
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- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dengan kartu
simpati nomor 082156583666;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 6020 warna kuning Silver dengan
kartu Simpati Nomor 0821586363310;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa DEDY SUPRIYANTO dan perkara
Terdakwa AGUS SETIADI;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi kalimantan Tengah No. 46/ PID.SUS/2012/
PT.PR. tanggal 12 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 29 Maret 2012 Nomor :
469/PID.SUS/2011/PN.SPT dengan perbaikan pertimbangan hukum ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 469/Akta.Pid/ 2011/
PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 469/Akta.Pid/ 2011/
PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit
pada tanggal 04 Juli 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada
tanggal 25 Juni 2012 (pada hari itu juga) ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2012 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 04 Juli 2012 dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012
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kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/

Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni :

- Bahwa sesuai dengan amar putusan yang menjatuhkan pidana penjara
terhadap Terdakwa selama 4 (empat)
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan pidana
penjara, dirasa kurang memberi efek jera khususnya bagi Terdakwa dan
umumnya bagi pelaku tindak pidana lainnya yang serupa. Karena hal ini
patut diduga bahwa Terdakwa atau pelaku tindak pidana lainnya yang serupa
akan rnelakukan tindak pidana lagi. Sehingga dikhawatirkan tujuan dari
pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara
Pidana Nasional kita serta apa yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat (1) jo
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan.

- Bahwa Majelis Pidana (straaftmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terhadap Terdakwa tersebut adalah
terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik
dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak
setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di mana memang benar
tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi
yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat
menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi.
Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus
mempertimbangkan kesalahan atas
membawa dampak yang positif atau baik bagi masyarakat di mana
masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti
Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak

main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal
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Terdakwa yang
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Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 20 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan

sebesar

dapat

dar

tungsi peradilan. |
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dan tumbuh di masyarakat sekarang.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak
yang positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek yang jera bagi pelaku
dan masyarakat yang lain. Oleh karena di dalam perkara in casu pidana yang
dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak
sempurna (onvoldoende gemotiveerd).

- Bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka
Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang menjatuhkan
putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1
(satu) bulan pidana penjara, adalah kurang memenuhi rasa keadilan yang ada

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-

Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula temyata,
putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus

ditolak ;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut belum
memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat karena putusan Ketua
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak sesuai dengan fakta di
persidangan, karena barang bukti dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum
sangat memberatkan Terdakwa, dalam membuat surat tuntutan Jaksa/

Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di

persidangan.

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman
sedangkan keputusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit
dengan Nomor : 469/Pid.B/2011/PN.SPT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan Informasl paling kini dan akurat sebagal bantuk

Datam hal Anda menemukan Inakurasl informasi yang termuat pada situs Ini atau informasl yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungl Kepaniteraan Mehkamah Agung R melalui :

Email : kepa goid
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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pa Agung Repubilik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs Ini stau informasl yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanieraan Mahkamah Agung RI melalui :

Emeil : kepant

go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Berdasarkan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 :

Pasal 27 ayat (1) "segala warga bersama kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintah dan wajib menjujung hukum dan
pemerintah itu dengan tidak ada kecuali”.

Pasal 28 D Ayat (1)  "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum".

Pasal 28 H ayat (2) "setiap orang berhak mendapat kemudahan dalam
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan".

. Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi

seseorang dalam pemeriksaan atas Terdakwa Afriansyah Als Afri Bin
Hatman Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang
digariskan dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi, "Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang

melakukannya.

. Berdasarkan alat bukti dan keyakinan Hakim tersebut sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.

. Berdasarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa dan fakta di persidangan

dan keterangan saksi-saksi. Saya Terdakwa pengguna narkotika golongan I

bukan tanaman jenis shabu.

. Dalam putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dengan

Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009
dengan putusan pidana 4 (empat) tahun dengan pidana denda sebesar
Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupia) apa tidak dibayar akan diganti
dengan pidana penjara 1 (satu) bulan. Terdakwa Afriansyah Als Afri Bin
Hatman dengan putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit

tidak mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika Pasal 48 Peraturan Prekursor dalam undang-undang ini:
a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika.

b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika.

. Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54

pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

j berusaha untuk selals mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk Agung untuk pubdik, dan

fungsi peradilan. |
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Pasal 56 ayat (1) rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di

rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 57. "Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi

medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat
diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau
masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan
tradisional.

10. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 2010
Nomor :04/Bua6/Hs/Sp/1V/2010 dalam poin 2. "Bahwa penerapan
pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya
dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN
dalam kondisi tertangkap tangan.

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a di atas ditentukan barang
bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai
berikut : dengan foto copy terlampir.

11. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2011 Nomor :
03 Tahun 2011 "Penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial".

12. Seraya merujuk surat dari Badan Narkotika Nasional RI. tertanggal 12 mei
2011 No.R/1883/V/2011/BNN, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah
berlakukanya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010
Tentang Penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan pencandu
Narkotika ke dalam Lembaga Rabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,
ternyata permasalahan tentang keterangan pencandu, korban penyalahgunaan
narkotika semakin meningkat jumlahnya
Sementara itu upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses
rehabilitasi bagi yang bersangkutan belum optimal dan implementasinya
belum terdapat keterpaduan di antara penegak hukum.

13. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
dan dalam rangka penegakan hukum Undang-Undang No.9 Tahun 1976
Tentang Narkotika, yang diubah dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997
Tentang Narkotika, telah mengatur bahwa sejauh mungkin penahanan
tersangka dan Terdakwa pencandu narkotika di tempat tertentu yang

sekaligus merupakan tempat perawatan medis bukanlah hal yang baru.

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012
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14. Pengaturan kembali tentang penetapan pencandu dan korban penyalahgunaan
Narkotika telah secara jelas sebagaimana digariskan dalam Bab IX Pasal 54,
Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Selanjutnya ketentuan di dalam Bab ke IX tersebut lebih dijabarkan di dalam

Peraturan No.25 Tahun 2011 (Lembar Negara Rl. No.5211) yang diatur

dalam Pasal 13 dan 14.

15. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat
(2) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah
untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan
berdasarkan :

a. Putusan pengadilan bagi pencandu yang terbukti bersalah melakukan tidak
pidana Narkotika.

b. Penetapan pengadilan bagi pencandu Narkotika yang tidak terbukti
bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau
penuntut.

16. Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa pencandu Narkotika yang
sedang menjalani proses peradilan dapat di tempatkan dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.

17. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Penyidik,
Penuntut Umum dan Hakim untuk penempatan tersangka dan Terdakwa
selama proses peradilan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi
Sosial dan agar sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2), maka
kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam implementasinya
merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter
untuk penetapan Hakim tentang penempatan di dalam Lembaga Rehabilitasi
Medis dan Sosial dan Selanjutnya dilampirkan serta menjadi berkas perkara.

18. Dengan uraian tersebut di atas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan
Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 telah memberikan posisi yang
sangat Sentral Kepada Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial sejak dalam proses penyidikan,
penuntut sampai proses persidangan untuk menuangkan dalam bentuk
penetapan.

19. Saya Afriansyah Als Afri Bin Hatman melampirkan surat keterangan dari
panti Rehabilitasi tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 015/GMC/X/2011.

20. Saya Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah
Agung Republik Indonesia untuk membatal putusan Pengadilan Negeri
Sampit dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, memutuskan sendiri

16
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dalam perkara Terdakwa menjalankan rehabilitasi ke panti rehabilitasi yang
terdekat sesuai dengan surat keterangan rehab foto copy terlampir.

21. Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia saya
Terdakwa Afriansyah Als Afri Bin Hatman memohon kepada bapak Ketua
Maijelis memutuskan perkara Terdakwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor
pencandu narkotika Pasal 1 dalam butir 1 wajib lapor adalah kegiatan
melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah yang
belum cukup umur atau keluarganya dan atau orang tua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib
lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial.

Butir (5) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan

untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang

meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunanya
dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan
psikis yang khas.

Butir (6) rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara

terpadu untuk membebaskan pencandu ketergantungan narkotika.

Butir (7) rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara

terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar mantan pencandu narkotika dapat

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan alasan-alasan Terdakwa tersebut di atas dengan ini saya Terdakwa

memohon menerima permohonan memori kasasi Terdakwa Afriansyah Als Afri

Bin Hatman dan menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, memohon

kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan putusan sesuai dengan uraian-uraian di atas dalam perkara

Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan
dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa
memakai Narkotika Golongan I untuk diri sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127
ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahu 2009 ;

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 127
ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan kendatipun Pasal 127 ayat (1)
Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tidak didakwakan dan ancaman pidananya lebih

ringan dari pasal-pasal yang didakwkan maka sesuai yuridisprudensi putusan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1626 K/Pid.Sus/2012
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Mahkamah Agung No. 675 K/Pid/1987 Jo. No. 1671 K/Pid 1996 Terdakwa dapat

dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Terlepas dari alasan kasasi Terdakwa maupun kasasi Jaksa/Penuntut Umum, terbukti

fakta di persidangan bahwa :

- Terdakwa bersama Agus dan Dedy ditangkap petugas setelah menggunakan/
menghisap sabu-sabu ;

- Dalam penangkapan tersebut selain ditemukan sabu-sabu dengan berat kotor
0,20 gram, yang ditemukan 1 paket alat hisap sabu-sabu ;

- Di persidangan diajukan barang bukti urine atas nama Terdakwa yang
mengandung Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina dan sabu-sabu
dengan berat kotor 0,20 gram serta 1 paket alat hisap sabu-sabu;

- Dari barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dan Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 maka dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu
dan berat kotor 0,20 gram yang dimiliki Terdakwa yang dibeli secara patungan
tersebut tidak dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan,
menguasai Narkotika Golongan I untuk tujuan di luar pemakaian seperti yang
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan
kata lain sabu-sabu yang disimpan Terdakwa tidak untuk digunakan bagi dirinya
sendiri (Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ) ;

- Bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak didakwakan
terhadap diri Terdakwa tetapi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa
didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang No.35 Tahun 2009 ;

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung 675 K/Pid/1987 jo. Putusan
Mahkamah Agung No.1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 jo. Putusan
Mahkamah Agung No.1892 K/Pid/2011 yang pada pokoknya apabila delik yang
terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik
yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih
ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan
dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung
berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 46/
PID.SUS/2012/PT.PR. tanggal 12 Juni 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Sampit No. 469/Pid.B/2011/PN.SPT. tanggal 29 Maret 2012 tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan

mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

18
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan
Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Undang-Undang No.8
Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPIT tersebut ;

Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi 1l/Terdakwa : AFRIANSYAH
Alias AFRI Bin HATMAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 46/
PID.SUS/2012/PT.PR. tanggal 12 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Sampit Nomor : 469/Pid.B/2011/PN.SPT. tanggal 29 Maret 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANSYAH Als. AFRI Bin HATMAN telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan
narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan denda Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan:
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis

Shabu dengan berat kotor 0,20 gram;

- (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman
jenis Shabu;

- (satu) buah tutup botol warna biru beserta 2 (dua) buah potongan sedotan plastik
warna putih;

- (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;

- (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas lengkap dengan sumbu;

- (dua) buah korek api gas;

- (dua) buah potongan plastik warna putih;

- (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih;

- (satu) buah gunting;
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- (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk pulpy;

- (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

- (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Cheers;

- (satu) buah Handphone merk T Tom warna hitam dengan kartu Simpati Nomor:

082154444574

- Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (satu) buah Handphone merk Nokia type 1280 warna hitam dengan kartu Simpati

Nomor 082156583666;

- (satu) buah Handphone merk Nokia Type 6020 warna kuning Silver dengan kartu

Simpati Nomor 0821586363310;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa DEDY SUPRIYANTO dan perkara
Terdakwa AGUS SETIADI;

Membebankan Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Jum’at, tanggal 14 September 2012, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua
Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri
Murwahyuni, SH., MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung
sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Selasa, tanggal 18 September 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I /Jaksa Penuntut Umum dan

Pemohon Kasasi II /Terdakwa ;

Anggota-Anggota, Ketua,
ttd/ ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.
ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.
Panitera Pengganti,
ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.
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Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP ;040 044 338
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